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TENTANG

DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUF DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP,

d,

-l

bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Lampiran 1 Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-
Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Satuan Kerfa Pusat wajib menyusun desain
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Lampiran 1

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup selaku Satuan Kerja Pusat perlu menyusun
desain penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf @ dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Direktur
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tentang Desain
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2019:

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42886);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 5 tshun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Megara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4830):

6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Megara Republik
Indenesia Tahun 2015, Nomor 17)

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/MenLHK-If2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713):

B. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan MNomar
P.38/MenLHK-Setjen/2015 tentang FPenyelenggaraan Sistem Intern
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar
1194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNCAN HIDUP TENTANG DESAIN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2020,

Pasal 1

Fenyusunan Desain Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020
yang selanjutnya disebut Desain Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas
tercapainya tujuan organisasi melalul kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai.

Pasal 2

Desain Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.



Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup tentang Desain Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2019
Noemor: P. 02/PSLH/PSLSDA/GKM. 1/01/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup,




LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR PENYELESAIAN

SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR :P.01/PSLH/PSLSDA/GKM. 1/01/2020
TANGGAL ; 2 Januari 2020

TENTANG
DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2020



Fememtarian Lingkunpan Hidug dan Kehutanan
Duehtaral Jenderal Peansgakan Hukim Linghungsn Hidup dan Karwlarsan
lesaian Seegheata Lingkunaan Hidup

KATA PENGANTAR

Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {(SPIP)
Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktoratl Jenderal
Fenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kenhutanan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Momor P.38/Menlhk-Setien/2015 tentang Fenyalenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lapih
berdaya dan hasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan ahuntabixls
kinerja Instansi pemerintah. Desain SPIP ini merupakan gambaran perencanaan
pelaksanaan dan evaluasi lingkup Direkiorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

Pada kesempatan ini kami sampaikan lerima kasih kepada semua pihak Yang
telah memberikan kentribusi atas tersusunnya Desain Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengkata
Lingkungan Hidup, Direkiorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Semoga buku ini
bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja Direkiorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Jakarta, Januari 2020
Direktur

smin Ragil U
NIP 19640602 4199203 1 001

SPIP Direktarat Penyatesaian Sangreta Lingkungan Hidug Tanun 3020
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Hemaniaman Lingiungan Hdup dan Xahutanan
Lirakloral Jendemi Pansgakan Hubum Lingkungan Hidun tan Kehutanan

Direkioent Panyeisssisn Jengketa Lingtungan Hidups
BAB |
PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan penerapan konsep kendali melekat (soft
control) secara integrasi ke dalam kegiatan dan findakan di lingkungan Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeran Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Untuk ity peru suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas
pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP ini, meliput -
latar belakang penyusunan desain SPIP, dasar hukum, manfaat, ruang lingkup, dan
metodologi pengembangan SPIP di lingkungan Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka memberikan arah yang tepat dalam penyelenggaraan SPIP,
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tahun 2020 masih perlu menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP
sehingga dapal terpetakan unit-unit atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk
penyalanggaraan SPIP dan penyusunan rencana penyelenggaraannya.

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah MNomeor 80 Tahun 2008 dalam Pasal 2 ayat (1)
menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuvangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, menteripimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati'walikota, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintah, disamping itu juga dinyatakan

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan MNegara pada diktum kedua disebutkan bahwa
mempercepat penyelenggaraan SPIP untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan
instansi Pemerintah yang efisien, dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat
diandalkan, pengelolaan asset Negara yang tertib dan akuntabel serta kesetaraan

SPIP Direkioral Penyolesalan Sengketa Uinghkungan Htup Tahun 2020 1



mementarian Lingkungan Hidug dan Kehulsnan
Lirpaiodet Jerderal Perngaican Hukum Linghungan Hicup dan Mahuitanaen
fokitoret Penyalesaian Sanghsis Lingkungan Hioup
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pada diktum ketiga
disabutkan bahwa mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dilingkungan masing-masing dalam memberikan keyakinan yang memadai
atas terselenggaranya SPIP, memberikan peringatan ini dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 pada Lampirannya di Nomar 74 disebutkan
bahwa Aksi Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal [SPI) yang
menekankan pada soff confrol dengan penanggung jawab BPKP dan instansi
terkait yakni Kementerian Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang mempunyal krtera
keberhasilan Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dan berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah serta
ukuran keberhasilannya :

a. Laporan hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko:;

b. Laporan hasil monitoring lanjutan perbaikan Sistem Pengendalian Intern pada
Instansi Pemerintah; dan

c. Penyusunan dokumen desain penyelenggaraan SPIP.

Atas dasar hal tersebut di atas dan dalam rangka mengarahkan
penyelenggaraan SPIP, Direkiorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun
2018 perlu menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang baedsi strateqi dan rencana
kerja lebih konfrehensip tentang penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direkforat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Tujuan

Desain SPIP Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibuat dengan tujuan
agar sistem intern di unit kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
dapat terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku, disamping itu prinsip-prinsip good
govermance dapat beralan, sehingga penyelenggaraan setiap kegiatan dapat
terselenggara secara efektif, efisien dan ekonomis.

SPIP Direkorat Penyslesaien Sengkets Lingkungan Hidug Tabun 2020 2



Hamranierian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
irpicional Jerkderdl Penegakan Higom Lingkungan Hidup dan Kphutanan

ireiintal Penyslasaan Sangkaln Lingkingsn badup
C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 1146 dan Pasal 1147 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
Melaksanakan penylapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan
urusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

2. Direklorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi ;

a. Penylapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui
pengadilan, baik didalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor
sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui
pengadilan, balk di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara pada
seklor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;

c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelesaian sengketa dan
evaluasi penyelesalan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun
melalui pengadilan, baik di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara
pada sektor sumberdaya alam, industri, prasarana dan jasa;

d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelesaian sengketa dan
evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun
melalui pengadilan, balk di dalam negeri maupun lintas batas antar-negara
pada sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa;

e. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi
pelaksanaan urusan penyelesalan sengketa dan evaluasi penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan,
baik di datam negeri maupun lintas batas antar-negara pada sektor sumber
daya alam, industri, prasarana dan jasa;

f. Pelaksanaan administrasi Direkiorat
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Hementarian Lingkungan Hidup dan Kehutaran
Diraktorat Jendoral Pansgakan Hukum Lngkungan Hidug dan Kehossnan
Direkioeat irgaian Sengheta Lngiungan Hidip

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Direktur
dengan jabatan setingkat Eselon 1l dan dibantu oleh 3 (tiga) Kasubdit dengan jabatan
setingkat Eselon Ill dan 6 (enam) Kaseksi dengan jabatan setingkat Eselon IV, yaitu:

1. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Bidang Sumber Daya Alam, mempunyai tugas
Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi
pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
bidang sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirekioral Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesalan sengketa dan evaluasi
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor kehutanan,
energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan
perikanan;

b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa
dan evaluasi penyelesalan sengketa lingkungan hidup melalul penyelesaian
sengketa di luar pengadilan sektor kehutananenergl, minyak dan gas,
pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan,
pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan:

d. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi
pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor kehutanan, energi,
minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan
perikanan di daerah.
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Hememersan Lingkungan Hidup dan Hatulsnan
Cirekiceal Jenceral Prmegakan Hukum Lingaungan Hasup dan Mehutanan
Cérekicrnt Pr salan Sen Lingkungan Hidup

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Bidang Sumber Daya Alam, terdir atas:

a. Seksl Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang
Energi, Migas dan Pertambangan; dan

b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang
Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

2. Subdireklorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup DI Luar Pengadilan
Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, mempunyai tugas :;
Melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi
pelaksanaan urusan penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan pada sektor industri, prasarana dan jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirekiorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Industr, Prasarana dan Jasa
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi
penyelesalan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor manufaktur,
prasarana dan jasa;

b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa
dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
sektor manufaktur, prasarana dan jasa;

¢. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di luar pengadiian sektor manufaktur, prasarana dan jasa;

d. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi
pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor manufaktur, prasarana
dan jasa di daerah.

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, terdiri atas:

8. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang
Industri; dan

SPIP Dirskiorat Penyelasaian Sengkets Lingkungan Hidup Tahun 2020 5
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b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang
Prasarana dan Jasa.

3. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalul Pengadilan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan
teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana dan jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektoral Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi
penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalul pengadilan sektor
sumberdaya alam, industri, prasarana dan jasa;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
metalui pengadilan sektor sumberdaya alam, industr, prasarana dan jasa;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
panyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
melalul pengadilan sektor sumberdaya alam, industri, prasarana dan jasa; dan

d. Pemberian bimbingan teknis, evalussi bimbingan teknis, dan supervisi
pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian
sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumberdaya alam,
industri, prasarana dan jasa di daarah.

Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

terdiri atas:

a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang
Sumber Daya Alam; dan

b. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang
Industri, Prasarana dan Jasa,

Selanjutnya fungsi tersebut terstruktur dalam tata hubungan kerja sebagaimana
Struktur Organisasi Direktoral Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana pada

Gambar 1 berikut ini —
SPIP Dimktomat Penyelesalan Sengheda Linghungan Hidup Tabun 2020 &







Femesierian Lingkungan Hidup oan Keiulwhan
Direktena! Jerdefal Penegaiksn Hukm Linghungsn Hidup dan Sahutanan
"D o Penyainsaian ikungan Hidup

BAB II
ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap pertama dalam menyusun
desain pengendalian intern yang bertujuan untuk mengetahui sub unsur dar unsur
lingkungan pengendalian mana yang dapat dikategorikan baik, cukup atau kurang.
Terhadap sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang berkategori kurang,
periu ditindaklanjuti dengan menyusun/merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang
akan dilaksanakan guna meminimalisir resiko yang akan terjadi.

A. Penilaian Lingkungan Pengendalian
Penilaian fingkungan pengendalian terdiri dari sub sub unsur yang berada di
dalam batas kewenangan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 meliputi :
Penegakan inlegritas dan nilai etika;
Komitmen terhadap kompetensi;
Kepemimpinan yang kondusif:
Pendelegasian wewenang dan fanggungjawab;
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
Pembinaan SDM:
Hubungan kerja yang balk,

S T T -

Tabel 1. Analisis Lingkungan Pengendalian
wo | e oxmaan | s RENGANA

= Lo =

1. | Penegakkan Integritas dan Nilal Etlka

8. | Apakah Direkioral PSLH telah me- B
myusun dan atau menerapkan aturan
peritaky dan kode abik PNS

b. | Apakah wunswr Pimpinan di lingkup B

Direktorat PSLH telah membearikan
penghargaan kepada pegawai ber-
dasarkan prestasi dan kinerja

. | Apakah unswr pimpman & Bngkup B
Direktorat PSLH telah menerapkan
tincakan disiplin yang lepal terhadap
penyimpangan kebijakan prosedur alau
palanggaran aturan perilaku




Kemantarian Lingiomgan Hidup dan Eahustansn
Direkiornt Jenderd Pensgakan Hulem Lingkurgen Hidup dan Kehutanon
Dirmkioet Sangkats Lingungan Hidup

Apakah unsur pimpinan di lingkup
Dirgktorat PSLH telah memberikan
keteladanan pelaksanaan aluran dan
kode etk padas selisp tingkatan
pimpinan di lingkup Dirsktora: PSLH

®, | Apakah unsur pimpinan di lingkup B8
Direkioral  PSLH  telah  menyusun
kebijakan targel penwgasan yang

realists
2 Komitmen terhadap Kompetensi
a [ Apakah Direktoral PSLH  telan F]

mengidentifikesl  dan  menelapkan
kegiatan yang dibutubkan untuk me-
nyelesaikan lugas den fungsi pads
maEsing- i isifjabatan

b. | Apskah telsh  dsusun standar B
kompetensi uniuk setiap fugas dan
fungsi pada masing-masing fungsy
Isbatan di lingkup Dérekiorat PSLH

. | Apakah Direktorat PSLH ietah B
IMEyLELn rencana pamingkalan
kompetens bagl pegawainys _

d. | Apakah pimpinan di linglup Direktorat B

PSLH telsh memiiki kemampuan

managerial dan pangataman teknis yang

cukup dalam pangelolean  nstansi
meriniah

3. impinan yang Kondusif
a. | Apakah unsur pimpinan o lingkup B
Direktorat  PSLH  telah  mamper-
Hmbangkan fakior risiko dalam sefisp
pengambilan keputusan

b, | Apakah unsur pimpinan & lingkup B
Dirgktorat  PSLH iedah menarapkan
manajemen berbasis kinerds

. | Apakah unmsur pimpinan di  lingkup
Direkioral PSLH telsh memberikan
dukungan yang memads dzlam had
penyusunan laporan keuangan, pang-
alelaan pegawal, dan pengawasan
d, | Apakah unsur pimpinan  lingkup
Dirgkioral PSLH melskukan interaksi
yang cukup intensif dengan level di
bawahmnya,
2. | Apakah umsur pimpnen di lingkup B
Dirgktorat PSLH memiliki sikap vang
positif dan responsif terhadap laporan-
laporan yang lerkail dengan kegiatan,
panganggaran, dan keuwangan

m




Kemnentenan Lingiaungan Hidup den Kebwisnan
Direkbornd Janderal Panngakan Hukum Lmqﬂngm Higup can Kehutanam

Apakah wunsur pimpinan di lingkup
Dirgktorat PSLH  felah mensiapkan
mutasi pegawal  berdasarken pola
mulasi sesual dengan  kelentuan
paraturan perundang-undangan.

4. | Pendelegasian Wewenang dan
Tangoungjawab

8. | Apakah wewenang wang diberikan
kepada pegawai yang fepat sesuai
dengan Ungkat tanggungjawab

b. | Apakah pegawal wvang  dibar B
WEWEang mamakami batwa
wawanang dan fanggungjewab yang
didarimanya itu terkait dengan pikak lzin
di dalam insiansinya, dan |uga terkait
dengan sistem pengendalian

c. | Apakah pimpinan di fingkup Direktorat
PSLH telah melakukan pemantauan
dan evaluasi alas pelaksanaan panda-
legasian wewenang dan {=nggung-
|awab

m|

% | Pembinaan SDM

8. | Apakah unsur pmginan di Fngkup
Direktoral  PSLH  lelah  mengambil
langkah-tangkah unluk  memastikan

Lan waklu

b, | Apakah unsur pimpinan i lingkup B
Direktorat PSLH berupava agar
pegawal  memaham| lugas dan
tangguing jawabnya dengan baik, serta
memahaml apa wyang diharapkan

pimpinan.
6. | Hubungan kerja yang baik
a. | Apakah Direkioral PSLH  memdliki
hubungan kerja yang beik dengan
Keuangan
b, | Apakah Direkloral PSLH  memiliki B
hubungan kerda vang baik dengan
instans pegawasan
& | Apakeh Direkdorat PSLH  memiliki B
hubungan kefa yang baik demgan
instansy lembaga terkai [ainnya
Catatan : B : Baik

G Cukup

K : Kurang




Eanerteisn Lingkungan Hidup dan Kabulanan
Cérefilonat Jancleral Penagakan Hukum Lingioangan Higup dan Kahutsnan
bowrat P nalan ngkungan Himg

B. Rencana Tindak Perbaikan

Berdasarkan hasil penilaian lingkungan pengendalian, rata-rata memiliki nilal
baik (B), maka rencana findak perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2020 tidak
ada. Hal inl terlihat dengan semakin tahun semakin baiknya lingkungan kerja pada
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
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BAB 1l
PENILAIAN RISIKO

Untuk mengetahui risiko dalam pelaksanaan lugas dan fungsi Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
maka telah dilakukan identifikasi risiko terhadap seluruh akiifitas kegiatan yang
mungkin terjadi risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup yang terdiri darl dari 2 (dua) bagian kegiatan, yaitu (1)
terhadap kegiatan yang mungkin terjadi rislko dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang dibiayai oleh DIPA dan (2)
terhadap kegiatan yang mungkin terjadi risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Direktorat Penyelesalan Sengketa Lingkungan Hidup yang tidak dibiayai oleh DIPA,

A. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang dilaksanakan, telah dilakukan
penelaahan atas risiko yang kemungkinan terjadi dan dar hasil kesepakatan
ditemukan potensi terjadinya 139 (seratus tiga puluh sembilan) titik risiko dalam
menjalankan tugas dan fungsi Direkiorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
tahun 2020, sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Risiko Teridentifikasi

1 2 3 i

1. | Penyusunan Lapofan = Pengumpudan bahan dan dala lidak lengkap (penyvusun-
an drafl Laporan Bulanan)

"2 S0M yang ada kurang manguasai dala sshingge data
boak terklanfikasi dan parmasalahan fidak teridentifikasi

Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang SDA, Bidang IPJ

R dan Subdit PSLH Medalyl Pengadilan lidak meng-
umpulkan bahan tepal waktu, sehingga menyababkan

data fidek akurat

R4 Data kurang lengkap! data kurang akuratl pelaksana

tidak berada di tempal sehingga penyusunan laporan

tingkat Direkiorat PSLH tidak lepal waktu

RS Pejabal yang berwenang tidak barada ditempat sehing-
ga penandatanganan laporan fidak tepat waktu

RE Etaf yang berfugas lidak di tempat sehingga penyam-

paian! distribusi laporan tdak tepal wakbu
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4

Triwnslan

Pengumpuian bahan dan data tidak lengkap (penyusun-
an drafl Laporan Triwulan)

Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang SDA, Bidang IPJ
dan Subdil PSLH Meialui Pengadilan bidak meng-

umpulkan bahan fepatl wakly, sehingga menyebabkan
data tidak akurat

EDM yang ada kurang menguasal dats sehingga dats
ticak terkiarifikasi dan permasalahan tidak eridentikasi

R10

Data kurang lengk: lengkap data kurang akurat! pelaksana
lidak berada di tempat sehingga penyusunan laporan
fingkat Direktorat PSLH tdak tepat wakiu

R11

Pajabal yang berwenang tidak berada ditempat sehing-
ga penandalanganan laporan ldak tepal wakiu

3. | Penyusunan Laporan
Kirnerja {LKj)

R12

Pengumpulan bahan dan data tidak tepat wakiu (penyu-
sunan drafl Laporan Kinerja)

Ri3

Subdit PELH Dilsar Pengadilan Bidang SDA, Bh:lmg PJ |
dan Subdt PSLH Melalui Pengadilan tidak meng-
umpuikan bahan tepal wakiu, salah input keglatan atau
angka vang divsulkan, sehingga menyebabkan data
tidak akural

Ri4

SOM yang ada kurang menguasal data sehingga data
tidak terklarifikas| dan permasalahan tidak teridentifikasi

R15

Data kurang lengkap/ data kurang akurat/ palaksana
tidak berada di fempal sehngga penyusunan laporan di
tingkat Direktorat PELH tdak tapat wakiu

R1E

Pajabal yang barwenang tidak berada dilempal sehing-
ga penandatanganan |aporan tdak tepat wakiu

R17

Siaf yang bertugas lidak dl tempal sehingga penyam-
paian/ distribusi ran fidak tepal wakiu

4, | Penyusunan Laporan
Tahunan/Megiatan

R18

Fengumputan bahan dan data tidak tepat waktu (penyu-
sunan drafl Laporan Tahunan)

Ri8

Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang SOA, Bidang IPJ
dan Subdit PSLH Melalui Pengadilan tidak meng-
umpulkan bahan tepat waktu, sehingga manye-babkan
data tidsk akurat

SOM yang ada kurang manguasai daia sehingga data
tdak terklanfikas| dan permasalahan tidak terdentifikasi

Data kwrang lengkap/ date kurang akuratl pelaksana
lidak berada di tempat sehingga penyusunan laporan di
lingkat Direkiorat PSLH lidak tepal waktu

Pejabal yang berwenang tidak berada ditempal sehingga
penandatanganan laporan lidak tepat wakiu

Staf yang beriugas Hdak o tempat sehinggs
penyampaian/ digiribusl laporan tidak tepat wakiu

& | Penyusunan Dokumen
FRencana Kerfa

Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang SDA, Bidang IPJ
dan Subdt PSLH Melalui Pengadilan bdak mang-
umpulkan bahan tepat waktu, salsh input kegialan atau
angka yang diusulkan, sehinggs manyebabkan dala
fidak akurat

R25

SDM yang ada kurang optimal dalam penyvusunan
Rencana Karja

R

Pejabal yang bDerwenang lidak ada di tempat uniuk
menandatangani dokumen sehingga dokumen renja
tidak terbit tepat wakty
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1 S ¥ 4
6. | Panyusunan RKA-KIL Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang SDA, Bidang 1P, |
DIPA Tahun Berikutnya dan Subdit PSLH Melslul Pengadilan tidak meng-

R27 | umpulkan bahan tepat wakiu, salah inpul kegiatan atau

angka yang diusulkan, sehingga menyebabkan data
lidak akurat

Penyusunan RKA-K/L, fidak berdasarkan Standar Biaya
R28 | dan kebutuhan yang ada.

R28 | Kurangnya persiapan panyusunan REA-K/L

Ada Kegiatan atau Anggaran yang disusun tetapi tidak
R30 | sesual dengan yang diusulkan yang menyebabkan
kegiatan terhambal atau idak dapat dilaksanakan
7. | Revisi RKA-KIL, DIPA Usulan dari masing-masing Subdit Lingkup Direktort

dan POK Tahun Berjaian | o., | PSLH dalangnya terlambat setelah kegiatan yang akan
dirgvisi atau telsh dilaksanakan yang menyebablan
terjadinya pagu minus
Salah inpul kegiatan atau angka vang diusulkan dan
R Hdek adanya usulan revisl POK oleh masing-masing

Subdil Lingkup Direkiorat PSLH sehingga menye-

babkan data tidak akurat
Pelaksanaan keglalan terhambal dissbabkan Pajabal
yeng berwenang lidak ada di termpat untuk menanda-
tarmgani dokuman, REA-F/L vang divsulkan uniuk dirswvisi

R33 | hidak disetujul oleh Kanwil Dijlen Perbendahara-an atau
oleh Dijen Anggaran; Anggaran sudah harus digunakan
o padahal ADK RKA-KIL nya belum terbit.
8. | Sumber Pengaduan g4 | Sumber pengaduan tidak jelas sehingga kesulltan

manindakianjutl.

Ras | Permasalahan yang disampaikan/dilaporkan bukanlab

merupakan sengketa lingkungan Hidup,

Tindak lanjul pengaduan lambal untuk didistribusikan

R38 | sehingga penanganan PSLH nya, lidak dapat tepat

wakbu

R37 Dala yang dilaporkan fidek lengkap dan akural, sehingga
kesulitan dalam memproges PSLH nya.

B | Pelaksanaan Telaahan Staf penelsah kurang capal merespon  sUmMbDer
Sengketa Lingkungan R38 | pengaduan sahingga penanganan proses PSLH nya
Hidup mengadi lambat

Kemampuan S0OM dalam menalash sumber pengadu-
R3% | an masih lemah, sehingga secara substansi tidak ter-
gambar secars jalas ELH vg ditelaah.

Kelersediasn  Ahli  wvang terbatas mengakibalkan

10. | Pelaksanaan Verfikagi

Sangketa Lingkungan R40 | pelaksansan verifikasi SLH tidak tepat wakiy
Hidup (PSLH di Luar R4q | Jadusi Ahli yang terbatas mengakibatkan tertundanya
Pangadilan) pelaksansan verifikasi SLH.

Ketersediaan Ahll yang dapat menghitung kensgian
R42 | lingkungan hidup lerbalas mengakibatkan lambatnya
PSLH

Parsiapan pelaksanaan verifikasl SLH kurang matang,
R43 | sehinggas berdampak terhadap penanganan SLH
menjadi kurang oplirmal

Kurang memadainya personal use/M3, sarana dan
R44 | prasarana dalam pelaksanaan verifikasi SLH, sehingga

pelaksanasnnya tergenggu dan kurang optimal
SPIP Dirkiorat Penyelesalan Sengketa Linglasmgan Hidup Tehun 2020 14




Hamanierian Lingkungan Hidup can Kehutanan

& Dirsidorat Jenderal Panegaian Hukuen
Direkiora? Penvelsaian Se

-1k

Lingiungan Hidup dan Kabainnan
rigan Himup

4

Jumiah Leboratorium daerah terakreditasi terbatas,
sehingga mengakibatkan verifikasi SLH tergantung
jadual dan wekiu Laboralorum posat.

Penyusunen Berita Acara Verifikasi masih iemah

RAT

SDM pelsksana verifikasi SLH memiliki kemampuan
leknis fingkungan yang masih lemah.

11.

Pelakaanaan Klarifikasi
Hasil Varifikasi SLH

Rag

Pihak yang mewakill perusahaan | Pihak yang Der-
sengketa LH bukan pangambil keputusan

Pihak yang mewakll perusahaan | Pihak yeng ber-
sangketa LHMasyarakal  tidak memboawa  data
pendukung secara lengkap

Pihak yang mewakill perusataan | Pihak yang ber-
sangheta LHMasyarakal bukan pengambil keputusan

Terjadi perbedaan data yang diberikan pihak perusaha-
an pada saal proses klarifkasi dengan BA Verifikasi
yang dilakukan olah KLHK.

Penyusunan Laporan verifikasi SLH yang dilaksanakan
tidak dibuat tepat pada wakliu.

.| Penghitungan Ganti Rugi

SLH

Analiza Laboratorium membutuhkan wakiu vang lama
untuk dapat diterima pihak KLHEK, yang mangakibatan
leslambatnya proses PSLH.

Parameter yang digunakan oleh Ahli menghitung
kerugian LH tidak tercantum dalam peraturan per-
undang-undangan

Minimnya data sample yang dimillki cleh pihak KLHK
dalam proses perhilungan ganti rugl {single daia)

Tidak dilsksanakannya penghilungan  keregisn
limgkumgan hidup

13,

Palaksansan Negosiasi

14,

Belum adanya aluran yamg mengaiur kapan wakiu
dimilal dan diakhirinya proses penghitungan ganti rugl.

"Pihak yang mewaklll perusahaan | Pihak yang ber-
semgketa LH bukan pengambd

Terbalasnya dats pendukung yang diserahkan olah
pihak perusahean kepada KLHK, sehingga mem-
butuhkan proses negosias! berulang kall.

Ahli mamiliki kewenangan untuk mengubah nilai
penghitungan kerugian dalam proses pegosiasi,
sahingga melemahkan phak KLHK

Rig1

Anll tidak menyetujul hasil proses negosiasi . maka tdk
berkenan menandatangani notulensi pertamuan.

Palaksanaan Fasilitasi

RE2

Pifak yang mewakili perusahaan | Pihak yang ber-
sengketa LH bukan pengambil kepulusan

RE3

Terbatasnya data pendukung vang diserahkan oleh
pihak perusabaan kepada KLHK, sehingga mam-
butwhkan proses negosiasi benulang kali.

R4

o —— iz

Terbatasnya dala pendukung yang diserahkan oleh
pihak masyerakal kepada KLHK, sehingga mem-
buluhkan proses negosias barulang kali.

RE5

Sarana dan prasarana vang kurang memadal.

15,

Pelaksansan
Kasapakatan

RE6

Perusahaan serng menunda jadual pembayaran ganti
rugi LH yang ditetapkan dalam kesepakalan

RET

Kurang carmal menyusun kesepakalan
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Cirekborat P

, Hemerieran Lingkungan Hidup den Kehularan
Crrehibornt Sandenal Flnaguhm Huhum th;u.ﬂg-'l Hu:pmrcahunm

1 N S 3 4
16. | Pelaksanaan Verifikas| Koordinasi dengan unil dan sector terkail data sullt di
Sengketa Lingkungan Red dapal
Hidup, (PSLH medalui Rgg | Terdapal perbedaan pemahaman dalam tata naskah
Pangadilan) persuratan
RT0 | Alamat instansi di deerah yang tidak jelas
R71 | Ketiadaan APD
R7d Kelerbalasan sarana dan prasarans
R73 | Penandatangan panunjukan swrat ahii lambat
R74 E\?hﬁn sural permohonan Ahdl dad perguruan fingg:
RS | Kemamuan Tim menggail mformass masih kurang
R7E | Jumlah Laboratorium terakreditasi terhatas
RY7 | Analisi hasil laboratorum lama —
R78 | Ketergantungan Tim PSLH dengan penyidik
RTS | Waklu persiapan pelaksanaan vertfikas| sangal singkat
17. | Penunjukan Lawyar Reg | Belum ada SK Penun|ukan lawyer
18. | Penunjukan Ahli RE1 | Belum ada SK panunjukan Ahii
REZ Terbatasnya jumdah AhB dalam memberikan keterangan
di persidangan
RA3 | Jumilah Ahli yang terbatas
R4 Ketersediaan Ahli delam menghitung Keruglan LH
lerbalas
18. | Penghitungan Kerugian R85 | Wakiu menghitung kerugian LH sangat lama
LH R&6 | Penulisan surat keterangan Ahli lmlnn taliti
20. | Pembuatan Surat Kuasa RE7 | Belum ada formal SKKH
Khusus Hukum Informasi penatapan Tim Huln;u-rn l&mibal (fawyer dan
_Fm JPN)
RES | Proses penandatangan SKKH olsh Menteri lama
RS0 | Proses F'Inmdataniun Noda Dinas SKKH ke Menter
pgy | Pei=bat yang barwewenang menandatangani SKKH
=i sedang tidak berada di empat
- RS2 | Prosss balasan surat substitusi dan KEJAGUNG
21, | Penyusunan Gugatan &3 Agenda rapat tidak terjedual dengan baik
Rg4 | T®Madinya perdebatan tenlang hal-hal yang tidak
substantive
R#5 | Kurang akural dakam menetukan dasar-dasar gugatan |
Personil Tim Hukum yang terlalu banyak (Lawyer dan
| P9 | Jaksa)
RET | Agenda rapat dengan undangan tidak sesuai
R98 | Kesuliten dslem menghiarifikasi alamat Tergugat |
. R90 | Lawyer dan Jaksa kurang mempunyai data pendukung |
22, | Pendaftaran Gugatan R100 Proses penandatanganan leges perdu waklu yang lama
di pengadian Negeri
Z3. | Palaksanzaan R101 | Pangiriman Relaas pemanggilan sidang terlambat
Parsidangan R102 | Kesulitan dalam menghadirkan saksi fakia dan Ahii
R103 Wakiu yang dipedukan dalam beifing Saks! Fakia dan
Al kurang
|_R104 | Kesulitan memperoleh Alat bukti sl
R105 | Pertanyaan lawyer dalam persidangan kurang tajam
R106 | Petugas alat bukt lidak barada d lempal
24, | Putusan R107 | Salinan Pulusan alas kasus lama ditarima.

R108

mul lujuan pengirman Relzas Salinan pulusan lidak
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B, HMemanberian Lingoongan Hidup dan Kehutanan
i Eﬂmh‘hh‘:l-hmdﬂl‘-‘mmgukuh hu.i.:rrrLrghungan Hluu-p dan Kehutanan

Dirsiciorat Parnysiegsian

1 2 3 4
25. | Upaya Hukum R108 | Lamanya menarima Salinan pulusan pengadilan
B110 Lemanya penyusunan memorikonira memon upaya
hukum
2E. | Pengeduaran anggaran R111 | Terjadi kesalahan verifikasi SP.J
oleh Bandahara R112 Terjadi  kesalahan pembebanan Mata Anggaran
Pangaluaran s Pangeluaran
R113 | Terlambatnya SPJ untuk ditanda
R114 | Terjadi ketedambatan pembayaran
27, | Penyugunan Laporan R115 Tidak terkumpuinya bahan laporan keusngan secara
Heuangan lengkap
R118 | Terdambainya penyusunan laporan
R117 | Terdambainya laporan untuk ditsndatangan
28. | Pengelolaan Surat R118 | Surat masuk tidak diterima secara lengkap
R119 | Surat masuk tidak lercatat secara baik
Ri20 | Terambainya surat diajukan ke pimpinan
Ri121 | Surst keluar lidak dicatat setelah didisposisi
R122 | Sural lidak terdistribus] secara baik
29. | Pengeiolaan Kearsipan R123 | Pemilihan i Arsip yang idak sesual
R124 | Penysnpanan arsip yang lidak sesuai
R125 | Terdambatnya pengiriman arsip ke ualarul
. | Proses Kenaikan Berkas kenaikan pangkal tidak lengkap. Hal tersebut
Pangkat R128 | berakibat pada tdak lerpenuhinya syarat administrasi
kenalkan panghkal
Berkas Kenaikan Pangkal Udak ditelaah. Berkas yang
R129 fidak ditelash dan telah diusulkan kenaikan pangkal
dapat dikembalikan oleh Biro Kepegawalan karena tdak
memenuhi syaral kenalkan pangkat
Berkas dan Surat Usul Kenaikan Pangkat tadambat
disampaikan ke Sekditjen PHLHK. Katarlambatan
Riad | penyampaian usul kenaikan pangkat dapat menunda
kenaikan pangkat reguler PNS, yang pada hakekal
merupakan penghargaan bagl PNS tersebut tertunda.
31, | Proses Penalausahaan Risiko Dokumentasi mutasi (masuk dan Keluar) tidak
Barang Persadiaan R13 | rerarsipkan dengan baik
Ri3D Tidak dilakukan stock Opname fisik pada akhir semestar
2433 Mutasi masuk dan keluar tidak tercatal dengan baik
datam a i iaan
32. | Proses Penaiausahaan SPM, SP2D dan BAST dan dokumen leinnys terkalt
BMM R134 | belanja modal lidek diterima oleh petugas SIMAK BMN
dari pengelolan DIPA
Rekonsiliasi internal tidak dilakukan secara rufin Gap
R135 Frikan
R136 | Panyampaian informasi dalam CREMN tidak lengkap
43, | Proses Pengadazn R137 Penentuan HPS vyang iedalu finggitidak sesual
Barang/ Jaaa L ketentuan
R138 | Prozes pelaksanaan Hdak ransparan
R138 | Administrasl/ dokumen pengadaan tidak tertib
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Famanoaian Lingsungan Hidup dan Kalwtanan
Dirnklorat Jengerad Penegakan Hulum Lingkungon Hidup dan Kehutsnan
kloral Penyeieds 8N Sengheis Lingkungan Hidup —

B. Peta Risiko
Untuk memudahkan dalam proses identifikasi risiko, dilakukan pemetaan risiko

untuk mengetahui sumber dan letak risiko yang mungkin terjadi dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Direkiorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2019,
sehingga dapat diperkirakan kegiatan yang mengandung risiko tidak tercapai tujuan
kegiatan,

Berdasarkan hasil pemetaan risiko dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan
oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana digambarkan
Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Peta Risiko

DiPA dan POK
Tahun

Barialan

B. [ Sumber R34,R35,
aduan | R R¥T

8. | Pelaksanaan | ROB, Ra9
Telaahan
Sangkats
Lingkungan
Hidup

10. | Palaksanaan R4
Vearifikasi R41,
Sengketa R42,
Hidup (PSLH

s
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i Luar Ra%,
Pengadilan} R4E, Ra7
11.| Pelaksanaan R4#,
Klarifikasi m.
oot Voan | 0 o
12 | Penghitungan | R5a,
Ganti Rugi RE4,
SLH R55,
= RS6, RS7
13 | Palaksanaan Hﬁﬂl
Nagosiasi iy
14| Palaksanaan REZ,
Fasilitasi RE3,
RE4, RS
15. | Pelaksanaan | R&7 REE
Kesapakatan
16. | Pelaksanaan | WG,
arifikasi RE9,
Eﬂ-l"lmﬂfﬂ RO,
Lirgkungan %ﬂﬁ
Hidup, (PSLH | paiprs.
Pengadilan) | rra m7g
17, | Panunjukan %
|| Lawyer
16. | Penumjukan | R8T,
AhE Raz,
- RE3, RE4
18, | Penghitungan | R85, RBE
|| Kerugian LH =
20.| Pamiuatan RAT,
Sural Kuasa Eg
Fhusus '
Raa,
Hukurm Re1, RaZ
21. | Penyusunan Elﬂﬁ.
Gugatan i
R3&, Ba3
22| Pandaftaran li]
Gugatan
73 | Pelaksanaan Eﬂ:ﬂ.
Parsidangan 02,
R103,
R4,
R105,
- R106
24, | Putusan R107,
[ R0
5. | Upaya Hukum 108,
o R110
26. | Pengeluaran R4 Ri11,
BNgoaran olah R112,
Bendahara R113
Pengeluaran
SPIP Direktorat Penyelesastan Sangkata Lingkungan Hidup Tahun 2020 19




Eamenierian Lingkungan Hidup dan Kelhulsnan
Direkttnsl Janderal Penoegaian Hukum Linglungsn Hidup dan $abutanen
Sangkals Lingkungan Hioup

Dlireftonm Pan

- Laporan R118,
|| Keuangan R1i7
28.| Pengelofaan | R118,
Sural R118,
R120,
R4,
Riz2
29, | Pangelolaan Hi:ra.
Kearsi a4,
ok 125
30, [ Proses R1ZE,
Kenaikan ::g;
Fgmh:ut
31.| Proses R131,
Penatausaha- R132,
an Barang R133
Parsadisan
FZ | Proses R34,
Penatausaha- R135,
|| an BMN 138
I3 Frmﬂ ET|
Pengadaan R138,
Barang/ Jasa | R138

C. Pembobotan Risiko

Pembobotan risiko merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko, Seluruh
risiko teridentifikasi harus dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan menetapkan
risiko-risiko mana saja yang dinilai cukup signifikan selanjutnya disebut Analisis risiko
merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko. Seluruh risiko teridentifikas! harus
dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan menetapkan risiko-risiko mana saja yang
dinilai cukup signifikan selanjutnya disebut risiko signifikan. Untuk dapat menstapkan
apakah suatu risiko teridentifikasi dapat dikategorikan sebagai risiko signifikan atau
tidak, teriebih dahulu harus dibangun kriteria risiko signifikan. Jika suatu risiko
tendentifikasl memenuhi kritena dimaksud maka risiko teridentifikasi itu ditetapkan
menjadi risiko signifikan. Cara menilai bobot resiko teridentifikasi tersaji pada Tabel 4,
dan hasil penilaian bobot atas resiko teridentifikasi tersaji pada Tabel 5, sers
rekapitulasi risiko signifikan tersajl pada Tabel 6,
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Hameniesian Lingsungan Hidup dan Kahutanan
Oirescioral Jenderal Penegakan Hidoem Ln'r!ghurlgm Hidup dan Kshutsran

Dimsioral Penyelesaan Sangkaty L

Tabel 4. Pembobotan Frekuensi dan Dampak Riziko

Nisi | T

Keal | Sed

wmﬁwwmmmw

Uﬂﬁ

2 3
R BR=3

5]

—

BR=5

BR=§

BR =10

BR=89

mimn
B (L3 P |

nimj|e
[2<Rfs-RE-

BR=1Z

o [sleino) -

% |BRE 5

BR
BR
BR
BR =

10 BR=15

BR=15

BR = 20

BR=125

3

a4

R1

Pengumpatan bahan dan dats
tidak lengkap

TS

SOM yang sde Kurang meng-
ussai data sehingga dala fidek
terklarifikasl dan permasalahan
tidak tarideniifikas|

Subdit PSLH Diluar Pengadilan
Bidang SODA, Bidang IPJ dan
Subdit PSLH Melalui Pengadiian

Cata kurang lengkap/ data
kurang akural! pelaksana tidak
berada dl lempal sehinggs pe-
nywsunan  laporan  tingkat
Direkioral PSLH  tidak tepat
wikiu

15

Pajabat yang berwenang tidak
berada diternpal sehingga pe-
nandatanganan laporan fidak
tepat waktu

Stal yang bedugas tidak di
tampat sshingga penyampaian/
distribusi laporan  tidak  tepat
waktu

Penyusunan

Laporan Triwulan

RY

Pengumpulan bahan dan data
tidak lengkap (penyusunan draft
Laparan Triwukan)

Subsdit PSLH Diluar

Bidang SDA, 1P dan
Subdit PSLH Melaiu| ffan
tidak mengumpulkan bahan tepat
wakiu, sehingga menye-babkan
data tidak akurat

EPIP Direkioral Faryelesalan Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020
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Kamwnbarian Linghungan Hup don Kehutanan
Dirakiorat Jendersl Panegakan Hukum Lngkursgan Hidup dan Kehumnan

DAL Py ian Senphets Linglkungan Hidup

ﬁw’t

Kads

-

SDM yang ada kurang meng-
ussai dsts sehingga data tidak
terkdarifikagl dan pammasalahan
tidak taridentifikas|

R10

Data kurang lengkap’ dala
kurang akurat’ pelsksana tidak
barada di tempat sehingga
penyusunan laporan  fingkat
Direltoral PELH  Udak tepal
wiklu

R11

Pedabat yang berwenang tdak
berzda ditempet sehingga pe-
nandatanganan laporan tidak

tepat waktu

3. | Penyusunan
Laporan Kinerja
(LK}

Ri2

Pengumputan bahan dan daia
tidak lapat wakiu [pemyusuman
drafl Laporan Kinera)

B3

MF‘ELHHJHHW
Bidang SD&, Bidang IPJ dan

.MFMW Pangadilan

lidak mengumpulkan behan tepat
waktu, salah input kegiatan atau
angka yang diusulkan, sehingga
menysbabkan data tidak akurat

R14

SOM yang ada kurang meng-
uasa: data sehingga data Ldak
lerkianfikasi dan permasalahan
tidak teridaniifikasi

R15

Data kurang lengkap/ data
kurang akurall pelaksana bidek
barada dl tempal sshingga
panyusunan laporan dl tingkst
Direktorat PSLH tidak tepat
waktu

R18

Pefabatl vang berwenang tidak
barada ditampat sehingga

panandatanganan laporan tidek
lepal waklu

RriT

Staf - yang berfugas ldak di
tempat sehingga penyampaian/
distribusi laporan  lidak tepat
wiakil

4. ﬁanrusunan
Laporan
Tahunan'Kegiatan

R18

Pengumpulan bahen dan dala
tidek tepal waktu (pemyusuran

draft Laporan Tahunan)

R19

mpﬁuﬁ'MEWh M
tidak mengumpulian bahan tepat
‘ﬁltﬂ:, “ﬁhﬂnﬂ menye-habkan

SPIP D¥akiorat Permpelesalan Sengketa Lingkungan H-:Iup?ﬂhun 2020
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ﬁ:ﬂm Lingungan Moup dan Kaganan
HESn Hidup

Direitorat Jenderal Pendgakan Huoam Lingkungan Hidup dan Kshutanarn

irestorat Panyainsain Sengkels Lings

Deskrips! Resli

4

SDM yang ada kurang meng-
uasai data sehingga datz tidak
terkiarifikas! dan permasalahan
fidek feridentifikasi

Data kurang lengkap/ data
kurang akurall pelaksana lidak
berada di tempat sehingga pe-
nyusunan laporan di  tingkat
Direktoral PSLH Gdak tepat
waktu3

R22

Pejabat yang berwenang tidak
berada ditempat sehingga pe-
nandalanganan laporan lidak
tepal waklu

Staf yang berugas tidak di

lempat sehingga panyampaian/
disinbusi  [aporan  Hdak fepat

5 | Pemyusuran
Dokumen
Rencana Kerjs

SDM yang ada kurang optimal
dalam penyusunan Rencans

Kerja

Pejabat yang berwenang fidak

ada di tempat uniuk menands-

fangani  dokumen  sshingga

dokumen renja tidak terbit
wakiu

B. | Penyusunan
REA-K/L DIPA
Tahun Berikutnya

PSLH Diluar Pengadilan

wm Bidang IPJ dan

tidak mengumpulkan bahan
walkty, mmtmm

Panyusunan REA-H/L, lidak bar-
dasarkan Standar Biaya dan
kabulushan yvang ada.

Kurangnya persiapan penyusurn-
an RKA-KL

Ada Hegiatan aiau Anggaran
yvang disusun tefapi tidak sesuai
dgangan yang diusulkan yang
menyebablkan kegiatan terham-
bat atau tidak dapat dilaksana-
kan

7 | Revis REA-KIL,
DiPA dan POK
Tahun Berjalan

A3

Usulen  dari

detangnya terlambat  setetah
mmﬂm&m
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Hamaniaion Lingloumgan Hidup dan Kahutaran
Direktorat Jehdeersd Pansgakan Hulum Lingkungan Hidup den Kehutsnan

Direktoal Panyeiaian Sengketn Lingungan Hidup

IR

FR | DR

_babkan terjad

4
talah diaksanakan yang menye-
‘minus

R3z

Salah input keglalan alau angka
yang diusulkan dan tidek adanya
usulan reviel POK oleh maging-
masing Subdit Lingkup Direktorat
P5LH sehingga menyebabkan
data lidak akurat

R33

Pelaksanaan kegiatan terhambat
disebabkan Pejabal  vang
berwenang Uidak ada di tempat
uriluk menandatangani doku-
men, REA-KIL yang diusulkan
untuk direvisl tidak disetujul oleh
Kanwil Difjan Parbendaharaan
Btau  oleh Dijen  Anggaran;
Anggaran sudah hanes diguna-
kan padahal ADK RKA-K/L nya
belurn terbit.

TS

Sumber
Pengaduan

Sumber pengaduan tidak jelas
sahingga kesulitan menindak-

fanjub,

Punmmmm:ﬁnmpl}-
kanidilaporkan bukaniah meeu-
pakan sengketa  fngkungan

mhmmm
mﬂkmmw
penanganan PSLH nya,
dapat tepat wakiu

Rar

Data vang didaporkan ftidak
lengkap dan akurat, sehinggs
kesulitan  dalem memproses
PSLH nya.

TS

Pelaksanaan
Telaahan
Sengkata
Lingkungan Hidup

R3&

Sial penslaah kurang cepat
merespon  sumber  pengaduan
sehingga penanganan proses
PSLH nya men|adi lambat

Kemampuan SOM dalam me-
nelaah sumber pengaduan masin
W'I ﬂﬂw B@cara
ﬂtﬁdﬁ:ﬁﬂdﬂkwnﬂﬂrm
Jelas SLH yg ditetaah.

10,

Palaksanzan
Varifikasi
Sangketa
Lingkngan Hidup
(PSLH di Luar
Pangadian)

R40

Kelersediaan &hli yang terbatas
mangakibatkan pefaksanaan
wisrifikasi SLH fidak lﬂpEll w-nl'ctl.l

R4

SFIF Dimkiorat Penyelesakan Sengkets Lingkungan Hidup Tahun 2020
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=

Direstorat Penyalgasian Sengkela Lingkungan Hicup

erian Lingkungan Hidud &&n Kelnisnan

Direlsinrat Jonderal Penegakan Hidwm Lnglungsn Hidup dan Kabut@anan

e

3

Parsiapan pefaksanaan verlikasi
SLH kurang matang, sehingga

R45

Penyusunan  Berila  Acara
YVarilikasi masih lemak

R4T

TS

'SOM pelaksana verlfikasl SLH

<

teknis

Palaksanaan
Kiarifikas: Hasi
Verifikasi SLH

Ianinen o mas o
Pihak yang | perusahaan

{ Pihak yang bersengksta LH

:

12

R51

Penyusunan Laporan varifikasi
SLH yang ditaksanakan lidak
dibuat tepat pada wakiy.

12,

Penghitungan
Ganti Rugi SLH

Anaksa Laboralofium — mem-
butuhkan wakiu yang lama uniuk
mengakibatkan  tedambatnya
proses PSLH.

R54

Parameter vang digunakan oleh
Ahli menghitlung  keruglan LH
fidak tercanium dalam peraturan
perundang-undangan

Minimnya data sample yang
dimillki oieh pitak KLHK dalam
prosee perhilungan ganti rugi

R56

16

ﬂdak'dilal:umatmnya [rg=
hitengan  kerugian  lingkurgan
hidup

i
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Kemestarian Lingkingan Hidup den Ketularan
Cirek
Cx E k

bewiet Jendatal Penegakan Hukum Lingkungan Hisup dan Kehussnan

8\ Pemymiesaian Sanghets Lngkungan Hidup

Belum adanya aturan yang
meangatur kapan wakiu dimulal
dan diakhifnya proses peng-
i an gant m

13

Palaksanaan
Megosiasi

12

RE1

Ahli tidak menyetujul hasi proses
negosiasl , maka (d¥ becksnan
manandatangani riotulensi
pertemuan,

Palaksanaan
Fasilitasi

mﬂmmm
| Pihak yang bersengketa LH
bukan pengambil

Terbatasnya data  pendukung
yang diserahkan oleh  plhak
parusahsan  kepada  KLHK,
sehingga membutuhkan proses
fasilitasi bandang kall.

Teroalasnya data  pendukung
yang diserahkan oleh  pihak
masyarakal kepada  KLHK,
sehingga membutuhkan proses

RES

fasilitasi barulang kal,

TS

Sarana dan prasarana  vang
kurang memadai.

15,

Pelaksanaan
Kesapakatan

REG

Perusahaan sering menunda
|adual pembavaran gantl rugi LH
yang ditelapkan dalam

RET

kesapakatan
Hurang  cermat  memyusun
kogepakatan

18

Palaksanaan
Varifikasi
Sangkela
Lingkungan
Hidup, (PSLH
restalisl
Pengadian)

12

Koordinasi dengan umit dan
sactor tarkail data sulit i dapat

REG

Terdapat perbedaan pemaham-
an dalam tata naskah persuralan

R70

Alamat insfansi di daerah vang
tidak |eizs

RT1

Kaetiadaan APD

e

Keterbatasan sarana dan pra-

RT3

Penandalangan
surat ahll tambal

panunjukan

w|eld | dd |d|wo

R74

Balagan swat permohonan Ahli
dari perguruan binggi lambat

SPIF Direkiorat Penyelesaian Sengkets Lingkungan Hidup Tahun 2020
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: eiian Lingkungan Hidup dan Kakutanan
Direkbars! Jandeml Peregaken Hukum Lingiungen Hidup dan Kehitanan

Feenam
Ciirektoral P An San wjn Hidun

mor| | ﬁ
L] & 8
Kemamuan Tim menggali nfor-
R75 masi masih kurang £ L
R7E ﬂmmm-um ek | 5 | 4 | 3 TS
R77 | Analiga hagll laboratordum lama 4 1 4 s
RTE Hﬂtﬁ;ﬁt;:ﬁ;; Tim  PSLH | 4 2 8 Ts
Wakiu persispan pelaksansan
R79 | verifikasi sangat singkat ) Bt i i
17. | Panunjukan Belum ada S¥ Pepunjukan
: Lawyar REO Myt . 3 4 | 12 8
18. | Penunjukan Ahdi REA Belum ada SK penunjukan Ahl 3 2 B T8
Terbatasnya jumiah Anli dalam
RE2 | memberikan  kelerangan di | 2 3 B TS
idangan
R83 ﬁmmumm T |28 5
Kelersedizaan Ahli dalam meng-
S R&4 | hitung Kerugian LH terbalas F: 2 | 4 T5
19, | Panghitungan mas | Waklu menghilung keruglan LH
Kerugian LH lama ' 4 3 | 12 ]
R86 Penulisan surat keterangan Ahil
" - kirang talit 4 2 £ TG
i e [P0 g e SR 3 [z [e| m
Huk . Ti ' -
um RES informasi WTHMM 5 4 | 12 s
: S panandatengarn
RES | ciah Menteri iama 4 | 4] = g
Dinas SKKH ke Menteri, lama A | a8 5
Pejabat  yang berwewsnang
B3 | menandalanganl SKKH sedang | 3 1 3 T&
lidek barada di lemgal,
Pmses balasan swuratl substibus
ROZ | o KEJAGUNG 3 1 3 18
21 | Panyusunan e Agenda rapat ldak terjadual
Gugatan dengan balk | $ | w1 ¥ b
Red4. | o it d I B B B 5
RIS e dasor 3 g 12 5
R9E | Personil Tim Hukum yang terdalu 4 2 8 5
Jaksaj
RET | Agenda rapal dengan undangan 3 = 8 T8
tidak sesual
Ro8 Te mengklarfikasi 3 4 | 12 S
Lawyer dan Jaksa kurang
Fa9 mempunyal data pendukiung 1 i = i
Z2 | Pandaftaran Proses penandatanganan lages
Gugatan Ri00 | pariy wakiu wvang lama 4 1 4 =
pengadilan Megeari
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Krmarieian Lingkungan Hidup dan Kebuiersn
Dirakborel Jandersl Penegaken Hukum Lingkungan Hidup dan Kefhutanar

Cirekiorat Penyedesalan Sanpheta Lingkungan Hidup

o P = e o o T
: an3aan ] n Relzes pema lan
P i H By ngglan | 5 12
Kesulitan dalam menghadirkan
R102 | gaksi fakis dan Ahli 2 i I =
, yang diperukan dalem | _
R103 Saksi Fakta dan Ami| * | ? | ® g
il EﬂMﬂﬂﬁm o = B -~
Patugas alat bukll idak berada di
L R106 tampaL F | 3 & s
24. | Putusan R107 Eﬂ'lm Putusan atas kasus, 4 4 | g
Tujuan pengiriman Relaas _
R108 | Safinan lidak jelas i 12 ]
25| Upaya Hukum Ri09 3 menerima  Salinan | 1 5
| putusan pangaditan '
Rtig | Lamanya panyusu ”Tmm“m. ¥l 9 | 4| 8
26, | Pengeluaran Terjad| kesalahan verifikasi SPJ
sgosin dieh R111 s At 3 | 4| 12 g
Bendshara Ryy2 | Jeliad! kesalahan pombebanan | , | , | 8
R113 Terlambalnya SPJ uniuk ditan- 3 3 g T
gatangani
Terjadi keteriambalan pemba-
F114 yaran 2 E| B s
27, | Penyusunan Tidak terkumpulnya bahan lapor-
Laporan sl an keuangan secara lengkap £ : g b
Keuargan Riqg | Teriambainya penyusunan lapo- | . s | & T8
ran
Terdambatnya leporan untuk di-
- R117 tandatangani 3 2 L T8
Perngeiolzan Sural masuk fidak diterima
Surat Riis gacara | . . 4 b
Rt4g; | FuretmesukhdakiocaincR | 2 | o | & TS
balk
Terambatnya surat digjuken ke
R120 _Inan i 3 L} TS
R121 Surat keluar tidak dicalal setslah | . 3| s s
R122 | oo decieiribust socsea | o |1y 4 s
i mn Ri23 | Pemilihan arsip yang lidak sesuai | 2 1 | & TS
Ri24 m’“"”“’ arsip. yang-fioak [ 5 [ 4 | o 5
Terambainya pengiiman arsip
R125 R L £ 3 & T8
30. | Proses Kenaikan Berkas kenalkan pangkal lidak
Pangkat R128 langkap. Hal tersebut berakibat 5 3| o 3
administras| kenalkan pangkat_
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Cirak el Pemyehes:

Kesmardarian Uingkungan Hidup dan Kebutanan
Dirnktorat Jonudsml Penngaken Hukum

Skl

LingaLag

R129

Barkas Wenaikan Pangkal lidak
ditelaah. Berkas wyang fidak
dilslaah dan telah diusulkan
kenaikan pangkat dapat dikem-
bafikan oleh Biro Kepegawaian
karena tidak memenuhi syarat
kenaikan pangkal

ai

Penatausahaan
Barang
Persadiaan

R130

Berkas dan Surat Usul Kenaikan
Pangkat terambal disampaikan
ke Sekditjen PHLHE. Keter-
lambatan penyampaian  usul
kenagikan  pangkal  dapat
manunda  kenalkan pangkat
regular PNS, yang pada hakekat
merupakan penghargaan bagi
PN tersebut terlunda,

R131

e

Ri3z

Tidak cilakukan slock Opname
fisik pada akhir samester

R133

Mutasi masuk dan keluar bdak
tlmlul_ dengan bask dalam
BEn

Penatausahaan
BRN

R134

aplikasi parsed

SPM, SP2D dan BAST dan
dokuman lainnya terkail belanja
modal tidak diterima oleh pelugas
SIMAK BMMW dar pengedolan
DiFA,

@

Ri35

Rekonsiliasi  internal ticdak

R138

dilakukan secara rulin hiap bulan
Penyampalan informasl dalam

CRBMN tidak lengkap

Proses
Pangadaan
Barang/ Jaga

R137

Fenentuan HPS yang ferialu
lnggil idak sesual ketentuan

R138

Prosss  pelaksanaan  tidak
kra ran

R138

Administrasi’ dokumen peng-

Calatan

*) FR : frekuensi terfadinya risiko: DR : dampak risiko; BR : bobat risika

W@ d| @

adaan lidak tertib

**) Diisi dengan pilihan: S (signifkan) ateu TS (tidak signifikan). Suatu risiko teridentifikas! dapat

ditetapkan sebagai risiio signifikan jika memiliki BR bemilai 8 atau labih,

Tabel 6. Rekapitulasi Risiko Signifikan

data yang akwat tepal wekiu,

Hidang

dalarm penyu-sunan Laponan.

1P dan
Pengadilan tdek mengumpulkan bahan

: 3 3 s
1. | Penyusunan Masing-masing Subdil lingkup i
Laporen bulsnan | Dit PSLH  memper-slapian | Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang SDA,

Subdit PSLH Meialul

SFIP Direktoral Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tatun 2020
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ﬁ Bamnanteran Lrgkurgan Hidup don Kebutanan
P sEilAn

Cirnkborad Janderal Permgeken Hulum Linghungan Hikup dan Keiutansn
pryeiasdian Sengietn Lingkurgan Hidep

tepal waktu, sshingga nmrya‘nihkan data
tidak akural

2 | Pemyusunan
Laporan Triwulan

data yang akurat tepat wakiy,

dalam panyu-sunan Laporan
Triwulan

Subdi PSLH Diluar Pengadilan Bidang S0,
Bidang IPJ dan Subdit PSLH Moelalul
Pengaditan fidak mengumpulkan  bahan
tepal waklu, sehinggs manysbabkan dala
ok akurat

i | E:nyuwnan
pufin Kinara
(LK)

Masing-masing

Dif PSLH  memper-siaphkan
deta yang akurat 1aps wakiu,
dalem penyu-sunan Laporan
Kiredia (LK}

Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang S0, |
Bidang IPJ dan Subdit PSLH Malalui
Pengadilan tidak mengumpulkan bahan

lepal waktu, sehingga menyebabkan data
lidak akurat

4 | Peryusunan
Tahunan/Kegiatan

Masing-masing Subdit lingkug
Ot P5LH  memper-ssapkan
deta yang akurat iepat wakiy,
dalem peryu-sunan Laposan
Tahunan! Kaglstan

Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang S04,
Bidang IPJ dan Subdit PSLH Melalui
Pengadilan tdak mengumpuikan bahan
tepal wakiu, sehingge menyebabkan data
lidak akurat

5 | Peryusunan
Cokumen Rancana
K.

Masing-masing Subit Ingkup
Dit P5LH  rempes-shapkan
dats yang akurat epet wakiy,
datem penyu-sunan Dokumen
Rencana Karja

Subdit PSLH Diluar Pengadilan Bidang SDA,
Bidang IPJ dan Subdit PSLH Mealalyi
Pengadilan fidek mengumpuikan bahan
tepal waklu, sehingga menyebabkan data
lidak akurat

ﬁan!.lw.man
REA-K/L DIPA
Tahun

Berlkutriya

Masing-masing Subdit Ingkup
Oit PSELH  memper-siapkan
data yang ekuret iepat wakiu,
dalam penyu-sunan REA-KL

DIPA Tahun Barkutrya

Subdit PSLH Diluar Pangadilan Bidang SD&,
Bidang IPJ dan Subdil PSLH Malaiy
Pengadilan lidak mengumpulkan bakan
tepal wakly, salah input kegistan atau angka
vang diusulkan, sehingga menyebabkan
data tidak akurat

T | Ravisi REA-RIL,

Masing-masing Subdil Eng-

Usislan dari masing-masing Subdit Lingkup
Direklorl PSLH datangnya terlambat satelah
kegiatan yang skan direvisi atau telah
dilaksanakan yang menyebabkan terjadinya
pagu minus

DIPA dan POK Ep E:EFBLH e
Tahu n yERg akural
S anaten wakiu, datem  melakukan
Ravisi BHA-KL, DIPA dan
POK Tahun Barjalan,
8. | Sumber Untuk  mempercepat
ranganan  sengketa  Nng-
Pengaduan kungan hidup

pe- | Parmasalahan yvang

disampaikanidilaporkan bukanlah
merupekan sengkata Bngkungan Hidup.

Tindak lanjut pengaduan lambal wuniuk
didistribusikan sehingga penanganan PSLH
nya, tidak dapat tepat wakiu

8. | Pelaksanaan

Memberkan arshan  pada

Kemampuan SOM dalam menalash sumbar

Telaahan setiap eiaf agar menelash | pengaduan masih lemah, sehingga secama
Senghela penpacmn '“‘ﬂ" e focis | gybatansl tidak lergambar secara jslas SLH
Il:lidng';ungun m‘“*’ m“mmmn il mm’ yg ditalaah.
dEanganl.
0. Er“,““;“" ;‘B'E‘Ik ety wil'llli 5_"5';; Jadual Ahfi yang terbatas mengakibatian
Sengketa Luar Pengadiln secars capal, leriundanya pelaksanaan verifikasi SLH,
Lingkungan tepal dan indepen-dan, Ketersediaan Ahll yang dapal menghitung

kerugian lngkungan hidup terbatas meng-
akibatkan lambatnya PSLH
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A

Hidup (PSLH di

Kurang memadainya poarsonal  use/k3,

hadir adelah pengambil ke-
putusan

Luar Pengadian) sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
varifikasi SLH, sehingga pelaksanaannya
| terganggu dan kurang optimal
Jumiah Laboratoriem deersh terakreditasi
terbatas, sohingga mangakibatkan verifikas
SLH tergantung jadual dan wakiu
Laboratorum pusat.
SOM pelaksana venfikasi SLH memilk
kemampuan leknis ngkungen yang masih
lemah.

11, | Palaksanaan Untisk memestikan deta hasil | Pihak yang mewakili perusshaan / Pihak
Kiarifikasi Hasil | verifikasi SLH balk dan benar. | yang bersengkets LH bukan pengambil
Verfikasi SLH ks n

Pihak yang mewakdl perusahaan / Plhak
yang bergengketa LH/Masyarakat fidak
membawa data pendukung secara lengkap
Pihak vang mewakili parusshzan / Pihak
yang bersengketa LH/Masyaraksl bukan
pangambil keputusan

Terjad perbadaan data yang diberkan pihak
perusshasn pada saal proses  klarfikasi
dengan BA Verifikasi yang dilakukan oleh
KLHE,

12. | Penghitungan Unluk mengetahul keruglan | Analisa Laboratorum membutuhkan wakiy

Ganli Rugi SLH | Lingkungan Hidup sebagal yang lama untuk dapat diterima pihak KLHK,
biahan negosiasi yang mengakibatsan terlambatnya proses
PSLH,
Minimnya data sample yemg dimdikl obeh
pihak KLHK dalam proses pamilungan ganti
rugi {single dats)

13 | Pelaksanaan e membedkan  informasi | Plhak yang mewakill perusahaan | Pinak

Megosiasi ieniang bahwa yg hans | yang bersengketa LH bukan pengambi|
teut mlﬂ-l dari LlLsan
m’ﬁ b R [ e ————— pendukung  yang
b, mermbarikan masukan bag| | &Serahkan oleh pihak perusahaan kepada
ak o p | KLHE, sehingga membuiuhkan proses
pih perusshaan  ags ] ‘
membawa data yang baik | PEJOSAs] berulang kali,
dan berar Ahll memvllki kewenangan untuk mengubeh
% mm Hidam ""*ﬂjl milai panghitungan kerugian dalam proses
mangubeh nllal kenuglan mni?ﬂsl' sehinggs melemehkan  pinak
fingkungan yang
sabalumnya eudah
_— dihitung. .

4. | Pelaksansan Untuk memberkan nfor-masi | Pihak yang mewakill perusshaan | Pihak

Fasilitasi agar plhak darl parusahaan ¥§ | yang bersengketa LH bukan pengambil

keputusan

SPIP Direktorat Penyelesaian Sengkaéa Lingkungan Hidup Tabun 2020
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Wameshierian

Lingkungan Hidup
= Direiioral Jerdernl Penpegakan Hukum Lingiingan Hidup dan Hebutanan
ainral Femyalgaaan Sardg kel LEyen Hohip

TR ]

dan Kehutanan

LY

1 2 3 i
26. | Pangelolaan Pangelolaan surat dapat tertl | Sural keluar tidak dicalat setelah didisposis|
Sural dan larcar
Surat lidak terdisiribusi secara baik
Z7. | Proses Agar penalausahsan barang | Dokumentasi mulasl (masuk dan Ketuar)
Penstausahaan | persediaan dapat terti tidak terarsipkan dengan baik
Barang
Persediaan

"\ Diisl dengan nsko-rsiko yang telah ditetapkan sebagal risiko sgrifikan
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Wamsnterion Lingkungan Hidup dan Kethiianan
Dirsioral Jendersl Pensgakan Huslwm Lingkangan Hidup dan Kefutsran
Direcioral Peanysiedaisn Sengkets Lingkungan Hidup

BAB IV
RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan selama tahun 2019
untuk setiap risiko signifikan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian yang
dirumuskan pada dasarnya mencakup 2 {dua) hal, yaitu (1) kebijakan pengendalian
dan (2) prosedur pengendalian tentang bagaimana cara melakukan kebijakan itu, atau
yang disebut dengan SOP pengendalian. Tahap ini dilakukan dengan menyiapkan
Tabel Rencana Kegiatan Pengendalian seperti Tabe! 7 berikut.

Tabel 7. Rencana Kegiatan Pengendalian Inspektorat Jenderal

- . e _ Aktif "'"J‘]:J.Z'_'"_T":‘:I'_.-.:.s
o | i | T | oS, [ Kot T prosea
1 ] 3 [} 5 -
1. | Penyusuren | Masing- Subdit PSLH | Mamastikan S0P
Leporan masing Diituar Subdit PSLH Pangendalian
bulanan, Subdit Pangadian Déviar Fa ilan | Momor 1
Trhwadan, lirsghoigs O Bidang S0A, 531:'
Tahunan FSLH Bidang IPJ Hm:.m IPJ dan
K emiaian memperslap- | dan Subdit Subdt PSLH
Laporan kan data F3LH hafalu|
Kineda [LK]} | yvang akurat | Madaki Pangadilan
dan tapal wakt, | Pengadian maengumgulkan
Pafyusunan | dalam ficak bahan dan data
Dokumen panyusUTE | metguimpul- | pemasunan
Fencana Laporan ke bahan Laporan bukanan,
Kera bulanan, lepal waklu, | Trwulan,
Triwulan, sehingga Tahunan'

Tahuran! menyebab- | Keglatan
Kegiaten kan dats Laporan Hinerja

Leporan tlicak aiurat | (LK) dan

Kineqa (LK]} Penyusunan

dan Dokumen

Parylsunen Rencana Keda,
Crolpumen sehinggs

Rancana palaporan dapal

Hmia iepat wakiu —

2 | Permyusunen | Masing- Eubdll FSLH | Memastikan S0P Kesubdi
RHA-KIL masing Dl Subdit FSLH Pengandalian PSLH
DIPA Tahun | Suhbdit Penpgedian | Diuver Pengaditan | Namar 2 LP- 204
Barikutnya lireghcuep Dit Bidang SDA. | Bidang 3DA, Masubbag TU

PSLH Bidang IR Bidang I[P dan
mamparsiap- | ¢an Subdit Subdit FSLH

kan data FSLH Boetaluil

yang akurat | Malskl Pengadian dalam
tepal wakty, | Pengadian | mempersapkdn
dalsm ilciak data yang akurat

pemyvusuran | mengumpul- | lepat wakiy,
REA-KIL ken behan dalam

DEPA Talan | 1epad waklu, | pamyusunan
Bertkutmya Sadahy input REASL DIFA
Emgaatan Tahoun Berkuinya
S8 gl

yang
diusufkan,
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Hamanbarian Lingiungan Hidup dan S histanan
Cirakicrat Jandaml Pansgakan Huburm Lingkurgen Hidup can Kehusanan

i CArahice L an Hidig
i 2
= ticdak akural
A, | Revie REA- | Mesing- Usidan dani | Memastikan S0P Kasubbdit
KL, DIPA masing masing- Masing-rmasing Pengendallan | PSLHdi LP
dan PO Subdit masing Subdit lingkup DR | Momor 3 Bidang S0,
Tahun firagoup Dt Bubadif PSLH dalam IPJ dan
Benatan PSLH Lingkup mengajukan Kasubdit
meamparsiap- | Dinskdon Foenial FREA-RL PSLH MP/
kan data PSLH DIPA dan POE Kasubbag TU
yang ekurat | datangnya Tabun Barjalan
tepat wakiy, | terambat fidak terfambat,
dalam setalah sehingga
rmlakukan kmgiatan imrhindar dari
Rawisi yarg akan pigU AEnUS,
REAKIL direvisi atau
DiPA dan telah
POK Tahur | ditaksanakan
Barjatan, yang
marmyebab-
kan
barjadinya
g minus
4. | Surmbar Uniuk mem- |&. Tindak Mamasiikan SoF Fasubbdit
Pangadian | parcapat fanjut penanganan SLH | Pangandelian PSLH4iLP
pananganan pengade- | dapat tepal wakiu | MNomor 4 Bidang S04,
sengkaia an lambai IRJ
fingkungan i
kidup dadistribarsi
ke
suhingca
pEnAangan
an PSLH
mya, tidak
dapat
tmpat
[ wakiu
§ | Pelaksanaan | Mambarkan | Kemampu- | Memastikan BOFP Kazubbdll
Talsahan araban pada | an S0M petaksanaan Pangandalizn PSLH & LP
Sengkets seliap staf | dalam telsahan SLH Momor & Bidang SDA,
LUinglungan | agar rmarmlissh dagat tepat wakiu, 1P dan
Hidup menalaah surmbar dan secara Kasubdit
pangacuan | pargadu-an | substentive dapat PSLH MP
lahih focus magdh terpambsr
tarhadap lamah,
subsians sahingpa
sahingga sacarg
jelas SLH sibstansi
i) kAN tidak
ditangani tergambar
s jlas
SLH yang
ditelzah
8 | Pelaksanaan | Untuk bsbih | 8. Jedieal Al | Memastikan S0P Kasubdit
Varlfikas) memudah- yang pelakasnaan Pergandalian | PSLHLP B
Sengkata fam terbatas veriflias! tidak Mormor B SDA
Lingkungar | palaksanaan memg- terkendats oleh
Hidusp [FSLH | verifikasi sikibatkan | keterbatasan Ahl|
i Lisar SLH di Luar fmrunda-
Pengaditan) | Pangadian ma
SeCarn plaksana-
cepal, fepad an

SPIP Direktoral Penysiasssan Sangketa Lingkungan Hidup Tahun 2020
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Kamenierian Linglomngan Hidup
ﬁ Cira
m -

cisn Kemutanan

pioral Jenderal Panogakan Hukum Legkungan Hidup dan Kefiilahan
 Panysiasaian Sanghketa Linglungsn Helup

1 2 3 4

15. | Pelaksanaan Untuk mamberikan nfor-masi | Kurang carmat menyusun kesepakatan
Keaepakatan lmbih cermat dalam memyusun

kesepakatan,

16. | Pelaksanaan Uniuk  lebih | memastian | Balum tersedianya sarana dan prasarana
Verifikasi ketersediaan  Sarana  dan | dalam melaksanakan verifikast lapangan
Sengketa Prasarana dalam melaksana-

Lingkungan kan Verfikasi
Hidup, {FSLH

miekalui

Pengadiian)

17, | Penunjukan Manerbitkan 5% penunjuk-an | Belum ada SK Penunjukan lawyen'Advokat
Lawyar/Advokal | LawyanAdvoskal

18. | Penunjukan Ahli | Mengundang pars ashii dan | Terbatasnya ketersadiaan Ahl

berbegal |nstitus! Perguruan
Tinggl, dan Prakilsi malahs
Lﬁﬂtml ngnformasik-an | Wakiu hitung kerugian LH sangat |

19, hitungan me n meng ng 1&n San ama

mgﬂnlﬂ dalam menghitung  kerugian
LH lebin capat

20. | Pembuatan Uniuk memberken infor-mas! | Informasi penetapan Tim Hukum [ambat
Surat Kuasa penerbitan SKKH leblh cepat | flawyer dan JPN)

Khusus Hukum Proses penandatangan SKKH oleh Menbari
fama
Proses Penandatangan Mofa Dinas SKKH
®a Mentar

21, | Penyusunan 8. Memberikan informasi agar | Terjadinya perdebatan tentang hal-hal yang
Gugatan dim menyusun gugalan | {igak substantive

akurat dgn desar-dasar | Wrang skurat dalam menetukan dasar-
o e sgec g | 8288 Qguten
Undangan Personil Tim Hukum yang terfalu banyak
[Lawvyer dan Jekaa)
Aganda rapal dengan undangan Bdak sesuai

22, | Pelaksanaan Agar  persidangan  sesval | Pengiriman Relsas pamanggilan  sidang

Persidangan dangan yang dharapkan terdambal
Waktu vang diperiukan dalam brifing Saksi
Fakta dan Ahfi kurang
Kesulitan memparoleh Alat bukt ash
23. | Putyzan Agar Saliran putusan dapat | Salinan Putugsan atas kasus lama diterima.
diterime bepat waikh Alamal tujuan pengiriman Relaas Salinan
| pulusan tidak jefas
24, | Upaya Hukum & Uniuk memestkan bsh-wa | Lamanya menerima Salinan  putusan
Salinan putusan  dapat | pangadilan
diterirma tepat wakiu
b Mempercepat
sunan mmgnﬁ Lemanya  penyusunan  memoritkonira
memce mamor upaya hukum

25. | Pengeluaran Uniuk mangniormasikan agar | Terjadi kesalahan verifikasi SPJ
anggaran aleh varifikcaior lebi el
ﬁﬁ:ﬂ:’:& Teriadinys kesalahan pembebanan Mata

Anggaran
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Linghkurgan Hidup dan Kebulnnan

s
ﬁ Dirmkborst Jondaral Penegaken Hukum Linguungsn Midup dan Mahitansn
Errygbansian Senghata Lingkungan Hidup
S . - - e =} -
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Famuanterian Lingkungan Hidup den Kehuianan
Dimitiora Janderal Penegafan Hukum Lingruingan Hidup dan Kefaulanan
Fan Snrgketa St

BAB V
RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP adalah merumuskan rencana
aktivitas yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang menunjang
terselenggaranya sistem pengendallan intern. Sebagai contoh, isi dari desain
penyelenggaraan SPIP (termasuk SOP-S0OP pengendalian yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari desain) pada hakikatnya adalah juga suatu bentuk informasi yang
harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawal. Dengan dikomunikasikannya desain
penyalenggaraan SPIP beserta SOP-SOP pengendaliannya, maka para pegawal
diharapkan akan mengetahul peran difnya dalam penyelenggaraan sistem
pengendalian intem di instansinya. Atau dengan kata lain, para pegawai diharapkan
akan dapat mengetahui tentang “siapa harus melakukan apa, dengan prosedur
bagaimana”, Aktivitas terkalt informasi dan komunikasi yang perlu dilakukan Direktorat
Penyelesaian Sengkela lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelenggaraan sistem
pengendalian Tahun 2020, seperti pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Informasi dan Komunikasi Terkait Penyelenggaraan SPIP

1 2 3
1. | Sosialisasl desain penyelenggaraan SPIP kepada | Januari
saluruh pegawai
2. | Meiakukan koordinasi gdengan instansi Pembina SPIP | Januar
3. | Membantu penyiapan infrastruktur penyelenggaraan | Desember

SPIP, dalam hal ini penyusunan desain
panyalenggaran SPIP

4, | Melakukan koordinasi penyusunan SOP pengendalian | Desember
kegiatan
5, | Rapat triwulan evaluasi penyelenggaraan SPIP antara | Setiap triwulan
manajemen dan penanggung jawab kegiatan
6. | Melaporkan hasil pemantavan dan evaluasl | Setiap  Trwulan  dan
pelaksanaan pengendalian intern kepada Direktur | Tahunan

Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup
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Hamanterian Lingungsn Hitup dan Kehutanan
Direictoral Jenderal Fanegakan Husum Lingkungan Hidup dan Kebulanan
k" Direior) Panypiessisn Sengkets Lingoungsn Hidup

BAB VI
RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan pengendalian intern ini bertujuan wuntuk memastikan bahwa
sistemn pengendalian intem di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam desain penyelenggaraan
SPIP Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal
Pengegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan pada Bab-Bab sebelumnya.

Pamantauan akan dilaksanakan secara iriwulan pada awal bulan. Hasil
pemantauvan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil evaluasi selama
satu tahun, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam
penyelenggaraan SPIP Direktorat Penyelesafan Sengketa Lingungan Hidup tahun
berikutnya,

Hasil evaluasi berdasarkan hasil pemantauan ini menjadi tanggungjawab
manajemen dalam hal ini Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan Bidang SDA, IPJ dan Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Melalul Pengadilan serta Sub Bagian Tata Usaha lingkup Direktorat Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup, sedangkan Satuan Pengawas Direktorat Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup (SATGAS DIT.PSLH) dapat membantu dalam menyusun
rekapitulasinya.

Rekapitulasi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas akan
dilakukan Satgas SPIP Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang
hasilnya dijadikan bahan evaluasi bagi beralannya penyelenggaraan SPIP,
bersamaan dengan penyusunan desain penyelenggaraan SPIP pada awal tahun
berikutnya. Adapun rekapitulasi pemantauan sebagal bahan evaluasi untuk setiap
triwulan atau perbaikan tahun berikutnya sebagaimana Tabel 9 berikut.

Tabel 8. Pemantauan/Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

1 # : 3 o — 'Wﬁ;

1. | Pemyusunan Laporan | Mamasiiken Subdi PSLH Diluar
bulanan, Triwulan, | Pengadilan Bidang SDA, Bidang
Tahunan' Kegiatan IPJ dan Subdit PSLH Mslalui
Laporan Kineda (LK]) | Pengadilan mengumpulkan
dan Penyusunan | bahan dan data  penyusunan
Dokiemen  Rencans | Lapbean  bulasan, ool
Karja Tahurnen IEtan
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Hamartaran Linglungen Hidup dan KahJarsEn
Direkiored Janceral Penegakan Hukum Linglumgan Hadup dan Kefiitansn
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clian klarifics],
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Ungkungan Hidup den KebuiBnan
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Kamartaiian Lingiungan Hidup don Kehutansn
aﬂatﬁhﬂﬂuﬂ!’:‘mﬂm Hukum Lingkungan Hidup dan Kehanan
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20, | Upaya Hukum Memastikan bakwa :
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Kemormanan Lingiaingan Hidup dan Kebutnran
Cirakiora: Jancaral Penegaken Hukum Lingasngan Hidup dan Mahistanen
7 Dyektorsd Perwiealan Sengeela Lingkungan Hidug

BAB VI
PENUTUP

Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal
Pengegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ini disusun berdasarkan Peraturan Menten Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk peningkatan
kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal
Pengegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeran Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang lebih baik.
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Hamanlerian Linghungar: Hidup dan Kefutsnan
Direktarat Janderal Penegasan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
— Direktorg: Penyslesalan Sengasin Lingkungan Hidug
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Kemaentarian Lingkungan Hidup dan Kehiutanan
Dérmkioral Jendarsd Penegakan Hulum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
frat Perpalespian Senguata Lingkungan Hidup

KEMENTERIAM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESALAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

S— SOP PENGENDALIAN NOMOR : 1
PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN/KEGIATAN
LAPORAN KINERJA (LK]), DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA

a. Risiko yang akan diatasi - Subdit PSLH di Luar Pengadilan Bidang SDA,
IPJ, Subdit PSLH Melalui Pengadilan dalam
pengumpulan bahan ftidak tepat waktu,
sehingga menyebabkan data tidak akurat

b. Kebijakan pengendalian . Memastikan Subdit PSLH di Luar Pengadilan
Bidang SDA, IPJ, Subdit PSLH Melalui
Pengadilan mengumpulkan bahan dan data
Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,
Tahunan/Kegiatan, LKj, dan penyusunan
dokumen Rencana Kerja tepat wakiu.

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan/Kegiatan

11, Subdit PSLH di Luar Pengadilan Bidang SDA, IPJ, Subdit PSLH
Melalui Pengadilan, setiap tanggal 5 pada bulan berjalan {uniuk
laporan bulanan), setiap tanggal 5 (bulan April, Juli, Oktober, Januari
tahun berikutnya untuk penyusunan laporan Triwulan 1, 11, Ill, dan ),
sefiap tanggal 5 (bulan Januari tahun berikutnya untuk penyusunan
laporan tahunan/kegiatan) sudah menyampaikan bahan dan data
penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan/Kegiatan melalui
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PSLH

12. HKepala Sub Bagian Tata Usaha mengkompilasi data dan bahan
sebagaimana dimaksud pada butir 1, untuk menyusun konsep
Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan/Kegiatan

1.3 Setelah bahan dimaksud pada butir 2 diterima, Kepala Sub Bagian
Tata Usaha Direktorat PSLH sudah harus menyusun Laporan
bulanan, Triwulan dan Tahunan/kegiatan dan dibahas di lingkup
Direktorat PSLH

1.5. Paling lambat tanggal 10 berikutnya, Laporan Bulanan, Triwulan,
dana tau Tahunan/Kegiatan sudah dikirimkan sesuai peruntukannya.

2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
2.1. Setiap tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya Subdit PSLH di Luar
Pengadilan Bidang SDA, IPJ, Subdit PSLH Melalui Pengadilan
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Kermamiorian Lingiungan Hidup dan Eabulanan
Dirsktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direkdnm Pa ian Lingkungan Higup T

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAMAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUEUM LINGEKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 6
PELAKSANAAN TELAAH SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

a. Risiko yang akan diatasi . Staf penelaah kurang cepat merespon sumber

pengaduan sehingga penanganan proses
PSLH-nya menjadi lambat

b. Kebijakan pengendalian :  Memastikan bahwa pelaksanaan telashan
dapat direspon tepat waktu

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai bearikut
Untuk Tahun 2020, Direktur PSLH menerbitkan kebijakan melalui Surat Edaran
(SE) tentang format melaksanakan telaahan dengan cepat, meliputi ;

1. Fakta Hulkum
Menjelaskan seluruh fakta fakta hukum yang ada dalam pengaduan

2. Dasar-dasar Hukum ;
Menyebutkan dan Menjelaskan dasar-dasar hukum yang berkaitan denga
pengaduan

3. Analisa hukum
Melakukan analisis atas fakta-fakta hukum yang ada disandingkan dengan
dasar-dasar hukum yang ada.

4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisi dapat diambil suatu kesimpulan serta saran yang
diperiukan dalam menangani pengaduan.
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irekioral Jendersd Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kemanianan Lingkangan Hidup dan Kehutanan
Dirakiomt Penyelesatan Sengketa Lingkunaan Hidug

2.2

2.3

2.4,

2.9.

sudah menyampaikan bahan dan data penyusunan Laporan Kinerja
melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bardasarkan bahan dan data sebagaimana dimaksud butir 1, Kepala
Sub Bagian Tata Usaha menyusun LKj Direktorat Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup

Konsep Lkj Dit PSLH di bahas paling lambat tanggal 10 Januari
tahun berikutnya

Paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikuinya Direktur PSLH
telah menandatangani Lkj

Staf Administras! pada Sub Bagian Tata Usaha mendistribusikannya
sesuai peruntukannya paling lambat tanggal 20 Januari Tahun
berikutnya

3. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA)

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

Sefiap tanggal 10 bulan Desember tahun berjalan Subdit PSLH di
Luar Pengadilan Bidang SDA, IPJ, Subdit PSLH Melalui Pengadilan
sudah menyampaikan bahan dan dala penyusunan Dokumen
RENJA malalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan bahan dan data sebagaimana dimaksud butir 1, Kepala
Sub Bagian Tata Usaha menyusun dokumen RENJA Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Konsep RENJA Dit PSLH di bahas paling lambat tanggal 20
Desember tahun berjaian

Paling lambat akhir tahun berjalan Direktur PSLH telah
menandatangani dokumen RENJA

Staf Administrasi pada Sub Bagian Tata Usaha mendistribusikannya

sesuai peruntukannya paling lambat tanggal 5 Januan Tahun
berikutnya.
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K ernentarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direkisdat Jendaral Panegakan Hukum Lingkungar: Hidup dan Kehutaran
i Direxiprat Paryelesaian Senghata Lingkungan Hidup

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 2
PENYUSUNAN RAK-K/L DIPA TAHUN BERIKUTNYA

a. Risiko yang akan diatasi - Subdit PSLH di Luar Pengadilan Bidang SDA,
IPJ, Subdit PSLH Melalui Pengadilan dalam
pengumpulan bahan tidak tepat waktu,
sehingga menyebabkan data tidak akurat

b. Kebijakan pengendalian - 1. Memastikan Subdit PSLH di Luar
Pengadilan Bidang SDA, IPJ, Subdit PSLH
Melalui Pengadilan mengumpulkan bahan
dan data Penyusunan RAK-K/L DIPA Tahun
barikutnya tepat waktu.
2 Memastikan bahwa kegiatan atau angka
yang diusulkan tidak salah input

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
Untuk tahun 2020, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
menerbitkan kebijakan memalui Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada
Masing-masing Kasubdit Lingkup Direkiorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup dalam hal penyusunan RAK-K/L DIPA Tahun berikutnya
tepat waktu, tidak salah input data kegiatan dan angka, meliputi :

1. Tata waktu pengumpulan bahan penyusunan RAK-K/L
2  Format data dan kegiatan dalam rangka penyusunan RAK-K/L.
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Jasmin Ragil . 5H, MM
NIP 19640603 199203 1 001

SPIP Direklorat Penyelesaian Sengheta Lingkungan Hidup Tahun 2020 51

-



Kemanierian Lingkungan Hidup dan Hehutanan
Drrekiorat senderal Penegakan Hukum Lingkungsn Hidup dan Renutanan
Pirekdaral Penyslesaian Sengketa Lingkungan Hidup

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PFENEGAKAN HUKUM LINGEUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 3
REVISI RAK-K/L DIPA DAN POK TAHUN BERJALAN

a. Risiko yang akan diatasi . Subdit PSLH di Luar Pengadilan Bidang SDA,
IPJ, Subdit PSLH Melalui Pengadilan dalam
pengumpulan bahan tidak terlambat, sehingga
terhindar dari PAGU minus

b. HKebiakan pengendalian - Memastikan bahwa penyusunan revisi RAK-K/L
dilakeanakan sesuai ketentuan, sehingga
terhindar dari pagu minus.

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

Untuk Tahun 2020, Direktur PSLH menerbitkan kebijakan melalui Surat Edaran
(SE) yang ditujukan kepada masing-masing Subdit lingkup Di. PSLH dalam
pelaksanaan atau pengajuan revisi RAK-KIL, DIFA, dan POK, meliputi :

1. Masing-masing Subdit Lingkup Dit. PSLH mengusulkan revisi RAK-K/L,
DIPA, dan POK melalui nota dinas yang ditujukan kepada Direktur PSLH
selaku KPA, sebelum keglatan yang hendak direvisi dilaksanakan

2 Direktur PSLH selaku KPA , mendigposisikan nota dinas usulan revisi RAK-
K/L, DIPA, dan POK yang diusulkan kepada Subdit PSLH di Luar Pengadilan
Bagian SDA selaku PPK

4. Kasubdit PSLH di juar Pengadilan Bidang SDA mendisposisikan nota dinas
usulan revisi RAK-K/L, DIPA, dan POK ke Kasubbag TU untuk di telaah

4. Setelah ditelaah dan diproses Kasubbag TU menyerahkannya ke KaSubdit
PSLH di Luar Pengadilan Bagian SDA untuk di koreksi.

5. KaSubdit PSLH di Luar Pengadilan Bagian SDA menyerahkan ke Dir PSLH
melalui Nota Dinas untuk meminta persetujuan dan pengesahan usulan
revisi RAK-KIL, DIPA, dan POK

6. Dalam hal usulan revisi RAK-K/L, DIPA, dan POK menyangkut pergeseran
antar out pul, atau antar kegiatan KPA menginstruksikan Kasubdit PSLH
diluar Pengadilan mengajukannya ke Dirjen Perbendaharaan untuk proses
persetujuan dan pengesahan.
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Hemaniarian Lingkisngan Hdup dan Kahulanan
Direktatat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kahutanan
Dirakta lesaian San i an Hidup -

7. Kegiatan dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan Dirjen Anggaran

atau Kanwil Dirjen Anggaran.
Jakarta, Januari 2020
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Fementarian Lingkungan Hidup can Kehitanan
Direiional Jendaral Pensgakan Huxurn Lingkungan Hidup dan Eebulanen
. Direktorat Penyelesaian Sergheta Lingkungan Hidus

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 4
SUMBER PENGADUAN

a. Risiko yang akan diatasi - Permasalahan yang disampaikan bukanlah
sengketa lingkungan

b. Kebijakan pengendalian - Memastikan bahwa permasalahan yang
ditangani sengketa lingkungan hidup atau non
sengketa lingkungan lihup

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut .
Untuk Tahun 2020, Direktur PSLH menerbitkan kebijakan melalul regulasi
berupa peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang kriteria Sengketa Lingkungan Hidup atau Non Sengketa
Lingkungan Hidup, meliputi :
1. Kriteria Sengketa LH atau Non Sengketa LH
2. Yang berwenang menentukan Sengketa LH atau Non Sengketa LH

3. Tindak lanjut penanganan Sengketa LH atau non sengketa LH
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K prnenteran Lingsurgan Hidup dan Kehutaran
Direbdorat Jooderal Pansgakan Hukum Lisghungan Hidup dan Kzhatanen
Dirgkioral Panyglesaian Songketa Lingkungan Hiduip

i E——

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 5

SUMBER PENGADUAN
a. Risiko yang akan diatasi  : Tindak lanjut pengaduan lambat untuk
didistribusikan sehingga penanganan PSLH-
nya tidak tepat wakiu
b. Kebijakan pengendalian - Memastikan bahwa penanganan PSLH tepat
walkiu

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
1. Dalam hal pengaduan diterima di Direktorat PSLH, Kasubbag Tata Usaha

paling lama 1 (satu) han segera menyampaikan kepada Direktur PSLH
untuk didisposisikan penanganan PSLH dimaksud

2  Satelah Direktur PSLH mendisposisikan surat pangaduan, Staf administrasi
paling lama 1 (satu) han , segera mendistribusikan sesuai disposisi

3. Subdit tujuan disposisi Direktur PSLH atas pengaduan dimaksud paling
lama 2 (dua) har sudah melaksanakan telaahan hukum, dan
menyampaikan kembali ke Direktur PSLH Hasil telaahan melalui nota
dinas.

4. Direktur PSLH memberikan arahan atas nota dinas dimaksud di atas, dalam
rangka tindak lanjutnya.

5. Kasubdit tujuan disposisi setelah menerima arahan dan Direktur PSLH,
segera menyusun agenda tindak lanjut penanganan pengaduan dimaksud.
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Kementarian Lingkungan Hidup dan Kahutanan
Dieekiorat Jendesal Panegakan Hukum Linglungan Hidup dan Kehutanan
Dimekiomg Peny ian a Linghku Hiduy

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 6
PELAKSAMAAN TELAAH SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

a. Risiko yang akan diatasi  : Staf penelaah kurang cepat merespon sumber
pengaduan sehingga penanganan proses
PSLH-nya menjadi lambat

b. Kebijakan pengendalian - Memasfikan bahwa pelaksanaan telaahan
dapat direspon tepat wakiu

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagal benkut :
Untuk Tahun 2020, Direktur PSLH menerbitkan kebijakan melalui Surat Edaran
(SE) tentang format melaksanakan telaahan dengan cepat, meliputi :

1. Fakta Hukum
Menjelaskan seluruh fakta fakta hukum yang ada daiam pengaduan

2. Dasar-dasar Hukum

Menyebutkan dan Menjelaskan dasar-dasar hukum yang berkaitan den:gan
pangaduan

3. Analisa hukum
Melakukan analisis atas fakta-fakta hukum yang ada disandingkan dengan
dasar-dasar hukum yang ada.

4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisi dapat diambil suatu kesimpulan serta saran yang
diparlukan dalam menangani pengaduan.
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Kemenbeian Lingkungan Hidup dan Kehitanan )
Oirakicsad Jerddaral Penegakan Hikien Lingkungan Hidup dan Rahutanan

a,

b.

L

E1S SEE

SPIP Di

Diirakborad Penyelasatan Sangkets Lingkungan Hidug

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 7
PELAKSAMNAAN VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
(PSLH DI LUAR PENGADILAN)

Rislko yang akan diatasi . Jadwal ahli terbatas mengakibatkan tertunda-
nya pelaskanaan verifikasi SLH
Kebijakan pengendalian  : Memastikan pelaksanaan verifikasi  fidak

terkendala oleh keterbatasan ahli

Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup agar
mempedomani Peraturan Menteri LH Mo. 4 Tahun 2013 tentang Fedoman
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk memastikan pelaksanaan
verifikasi sengketa lingkungan hidup tidak terkendala oleh terbatasnya ahli yang
akan melaksanakan verifikasi, dilakukan dengan langkah-angkah sebagai
berikut:

1. Direktur PSLH menginstruksikan kepada para Kepala Seksi PSLH Di Luar
Pengadilan melalui para Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LP) untuk membuat Surat
Permohonan Bantuan Ahli sesuai dengan sengketa yang ditangani dalam
rangka verifikasi sengketa lingkungan hidup kepada Dekan Universitas yang
dituju

2. Para Kepala Seksi memonitoring Surat Permohonan Bantuan Ahli ke Dekan
Universitas yang dituju

3. Setelah mendapat jawaban Surat dari Dekan Universitas yang dituju, Kasi
menindak lanjuti dengan membuat surat Penunjukan Ahl kepada Dirjen
yang dilengkapi dengan nota dinas dari Direktur PSLH kepada Dirjen
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal
penandatanganan Surat Penunjukan Ahli

4. Setelah Surat Penunjukan Ahli di tandatangan oleh Dirjen, Ahli sudah dapat
melaksanakan verifikasi lapangan
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Kamanierian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Diraktorat Jentersl Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kahulaaan

Dirskbarat Poryelesaisn Sengkets Linghungan Hidup

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
| DIREXTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUINGAN HIDUP DAN KEHUITANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR: 8
PELAKSANAAN VERIFIKAS| SENGKETA LINGKUNGAN HIDUF
{(PSLH DI LUAR PENGADILAN)

a. Risiko yang akan diatasi . Ketersedian ahli yang dapat menghitung
kerugian lingkungan  hidup  terbatas
mengakibatkan lambatnya PLSH

b. Kebijakan pengendalian - Memastikan ahli dapat menghitung kerugian
lingkungan hidup tepat wakiu

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup agar
mempedomani Peraturan Menteri LH No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk memasiikan ahli yang akan
melaksanakan verifikasi dapat menghitung kerugian lingkungan, dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

{. Direktur PSLH menginstruksikan kepada Kepala Sub Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LP) Bidang
SOA untuk membuat Surat Inventarisasi Ahli yang dapat mengnitung
kerugian lingkungan hidup dalam rangka verifikasi sengketa lingkungan
hidup kepada Dekan seluruh universitas di Indonesia

2 Setelah mendapat jawaban dari Dekan seluruh universitas di Indonesia,
dibuatkan daftar abli yang dapat menghitung untuk diedarkan di lingkup
Direktorat PSLH

A, Dari deftar ahli tersebut, tim verifikasi menindak lanjuti dengan membuat
surat Penunjukan Ahli kepada Dirjen yang dilengkapi dengan nota dinas dari
Direktur PSLH kepada Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan perihal penandatanganan Surat Penunjukan Ahli

4. Satelah Surat Penunjukan Ahli di tandatangani cleh Dirjen, selanjutnya ahli
melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup dan menghitung kerugian
lingkungan berdasarkan hasil verifikasi lapangan
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Kemanieran Lngungan Hidup dan Kehutanan
Dirgktorat Jenderal Panegaxan Hukum Ungkungan Hidup dan Kahitanan

Diektaral Pemynizsaian Sengkena Lingkungan Hidup = -

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

el DIREKTORAT JENDERAL PEMEGAEAN HUKUM LINGEUNGAN HIDUP DAN EEHUTANAN

. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 9

PERSIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKAS| SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

(PSLH DI LUAR PENGADILAN)

a. Risiko yang akan diatasi  : Persiapan pelaksanaan verifikasi SLH kurang

matang, sehingga berdampak terhadap
penanganan SLH menjadi kurang optimal

b. Kebijakan pengendalian . Memastikan persiapan pelaksanaan verifikasi

lebih optima,

¢. Frosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup agar
mempedomani Peraturan Menteri LH Mo. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk memastikan persiapan
pelaksanaan verifikasi lebih optimal, dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

1.

Direktur PSLH menginstruksikan kepada para Kepala Seksi Sub Direktorat
PSLH Di Luar Pengadilan (LP) melalui para Kepala Sub Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup LP untuk mempelajari hasil
telaah sengkela lingkungan hidup serta data pengaduan sengketa
lingkungan hidup

Sebelum pelaksanaan verifikasi, dilakukan pertemuan pembahasan
persiapan verifikasi dengan mengundang ahli dan unit lain yang telah
melakukan verifikasi sebelumnya untuk menyusun strategi verifikasi

Tim verifikasi membuat Surat Penugasan verifikasi sengketa lingkungan
hidup dan menyiapkan bahan-bahan serta peralatan lapangan, melakukan
koordinasi dengan dinas lingkungan hidup setempat serta pihak pengadu
terkait dengan penagduan masyarakat

Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar
Pengadilan (LP) memonitoring pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan
hidup dilapangan
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Kemartarian Lingkungan Houp dan Kehutanan
Direklont Jenderal Penegakan Hukum Lirgkungan Hidup dan Kahutanan

Dirgktoral Penyelesaian Senghels Lingkungan Hidup

5. Setelah dilaksanakan verifikasi lapangan, tim verifikasi wajib menyusun
laporan verifikasi sengketa lingkungan hidup yang selanjutnya di laporkan
kepada Direktur PSLH.
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Kemantarian Lingkungan Hidup dan Kehulanan )
Dirskiorsl Jendoral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kebartanan
[B]] FM&MMM_

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREXTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 10
PERSONAL USE/K3, SARANA DAN PRASARANA DALAM PELAKSANAAN
VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

a. Risiko yang akan diatasi  : Kurang memadainya personal use/Kesehatan
Keselamatan Kerja (K3), sarana dan prasarana
dalam pelaksanaan verifikasi sengketa
lingkungan hidup, sehingga pelaksanaannya
terganggu dan kurang optimal

b. Kebijakan pengendalian  : Memastikan personal use/K3 tersedia

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
Untuk tahun 2020, Direkiur PSLH akan mengambil suatu kebijakan dengan
mengajukan/mengusulkan personal use/K3 dalam RAK-K/L Dit. PSLH Tahun
2018, meliputi:

1. Direkiur PSLH menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen {PPK)
untuk mengalokasikan dana pembelian peralatan personal use/ K3 berupa
sepatu safety, baju seragam lapangan, tas lapangan, magker, sarung
tangan, topi, kaca mata serta P3K

2 Setiap tim verifikasi sengketa lingkungan hidup wajib melengkapi K3 dan
P3K pada saat pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup
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Diraktorat Jandaral Panegakan Hukurm Lingkungan Hidup dan Kehulanan

Kemenenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
irekiosal o ian Serghets Lingungan Hidup

m—

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN-HUKUM LINGKUNGAN HIDUF DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 11

TERBATASNYA JUMLAH LABORATORIUM DAERAH
YANG TERAKREDITASI KAN

a. Risiko yang akan diatasi  : Jumlah laboratorium daerah yang terakreditasi
e terbatas, sehingga mengakibatkan verifikasi
SLH tergantung jadwal dan waktu laboratoriurn

pusat

b. Kebijakan pengandalian - Memastikan terdatanya laboratorium daerah
yang terakreditasi

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut
Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup agar
mempedomani Peraturan Menteri LH No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengkela Lingkungan Hidup. Untuk memastikan terdatanya
laboratorium daerah yang terakreditasi dilakukan dengan langkah-langkah
sebagal berikut:

1. Direktur PSLH menginstruksikan kepada Kepala Subdirektorat
Penyelesalan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LP)
membuat Surat inventarisasi laboratorium yang terakreditasi kepada Dinas
Lingkungan Hidup Daerah

2. Setelah mendapat jawaban Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah,
Direktur PSLH menginstruksikan kepada Kepala Subdirektorat PSLH LP
untuk menindaklanjuti dengan membuat daftar inventarisasi laboratorium
daerah yang telah terakreditasi KAN

3. Daftar inventarizasi laboratorium daerah yang terakreditasi KAN tersebut
dapat menjadi rujukan uniuk pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan
hidup

Jakarta, Januari 2020
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Kamenterian Lingkungan Hidup dan Kehulanan
Direklonal Jendaral Penegaian Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dirgktorst Penyelessian Sengheta Lingungan Hdup

P KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
e | DIREKTORAT JENDERAL PENEGAXAN HUKUM LINGEUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 12
PENYUSUNAN BERITA ACARA VERIFIKASI

a. Risiko yang akan diatasi  : Penyusunan Berita Acara Verifikasi Sengketa
Lingkungan Hidup masih lemah
b. Kebijakan pengendalian  : Memastikan penyusunan Berita Acara

Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup mantap

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
Dalam rangka penyusunan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
agar mempedomani Peraturan Menteri LH No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelasaian Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk memperkuat penyusunan
Barita Acara \erifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Direktur PSLH menginstruksikan kepada tim verifikasi sengketa lingkungan
hidup untuk meminta kelengkapan data (seperti data perizinan lingkungan,
dokumen pengelolaan lingkungan serta data produksi, dil) melalui para
Kepala Subdirektorat PSLH di Luar Pengadilan dan Kepala Subdirektorat
PSLH Melalui Pengadilan

2. Sefiap anggota tim verifikas! wajib menguasai tata cara penyusunan Berita
Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup

3. Pada saat pelaksanaan verifikasi, setiap anggota tim verifikasi bergiliran
menyusun Berita Acara Verifikasi

4. Setiap anggota tim wverfikasi wajib menguasai peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan dan perizinan
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Kamantenan Lingkungan Hidup dan Kehulanan
Direktorat Jencaral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktarat lezaian Sengoeta Lingkingen Hidug =

KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

~ SOP PENGENDALIAN NOMOR : 13
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAKSANA VERIFIKASI SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP

a. Risiko yang akan diatasi : SDM pelaksanan verifikasi SLH memiliki
kemampuan teknis lingkungan yang masih
lemah

b. Kebijakan pengendalian  : Memastikan pelaksana verifikasi sengketa
lingkungan hidup memiliki kemampuan teknis
lingkungan

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:

Untuk tabun 2020, Direktur PSLH akan mengambil suatu kebijakan dengan
mengajukan/mengusulkan diklat teknis (seperti pengelolaan LB3, pencemaran
udara, pencemaran air, dif) dalam RAK-K/A. Dit. PSLH Tahun 2018 Untuk
memperkuat pelaksana verifikasi sengketa lingkungan hidup memiliki
kemampuan teknis, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Direktur PSLH menginstruksikan kepada Kepala Subdirekiorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LF), stafnya
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis (seperti
pengelolaan LB3, pencemaran udara, pencemaran air, dil)

2. Kepala Subdirekiorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan mengkonsepkan surat permohonan mengikuti diklal teknis
kepada Kepada Pusdiklat KLHK.

3. Direktur PSLH menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada angka
2, selanjutnya Kasubbag TU mengirimkan surat dimaksud sesuai tujuan dan
peruntukannya melalui Setditien PHLHK.
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Kememerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

—threkinral Paryalgsalan Sengkala Lirgkungan Higue

Direkiorat Jenderal Penegakan Huium Lingkungan Hidup dan Kahutanan

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 14
PELAKSANAAN KLARIFIKASI HASIL VERIFIKASI
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1.

Risiko yang akan diatasi

b. Kebijakan pengendalian

Pihak vang mewakili perusahaan/pihak
yang bersengketa LH bukan pengambil
keputusan

Fihak wang mewakili perusahaan/pihak
yang bersengketa LH/masyarakat tidak
membawa data penduksecara lengkap
Pihak yang mewakili perusahaan/pihak
yang bersengketa LH/masyrakat bukan
penagmbil keputusan

Teradi perbedaan data dan informasi
yang diberikan pihak perusahaan pada
saat proses xiarifikasi dengan Berita Acara
Verifikasi yang dilakukan oleh KLHK

. Memastikan pthak perusahaan yang hadir

adalah pengambil keputusan

Memastikan pihak perusahaan/
masyarakat membawa data secara
lengkap

Memastikan bahwa tidak terjadi perbeda-
an data dan informasi saat verifikasi dan
klarifikasi.

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
1. Memastikan pihak perusahaan yang hadir adalah pengambil keputusan

1.1,

Direktur PSLH menginstruksikan kepada Kepala Subdireklorat

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LP),
untuk membuat surat undangan pertemuan negosiasi PSLH dengan
menambahkan catatan untuk membawa surat kuasa dari Direksi

perusahaan,.

1.2
Pengadilan melakukan

Sebelum dilzksanakannya pertemuan, staf Subdit PSLH di Luar

konfirmasi kepada perusahaan untuk

memastikan bahwa yang hadirfmewakili perlemuan adalah orang
yang dapat mengambil keputusan. Apabila yang hadir bukan
pengambil keputusan, perwakilan dar perusahaan wajib membawa

surat kuasa,
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Eemantanian Lingkurgan Hidup dan Kebaulanan
Caekinea! Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
i 2 PepyalesasEn a Lingkurgan Hidup

2 Memastikan pihak perusahaan/masyarakat membawa data secara lengkap

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Direktur PSLH menginstruksikan kepada Kepala Subdirektorat
Penyelesalan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LP),
untuk menyampaikan kepada pihak perusahaan/masyarakat
membawa data secara lengkap.

Sebelum dilaksankannya pertemuan staf Subdit PSLH di Luar
Pengadilan sudah menerima data dari perusahaan sesuai notulensi
sebelumnya.

Setelah menerima data dari perusahaan, data tersebut di rapikan
dan kemudian diserahkan kepada ahli sebagai bahan
pertimbangan penghitungan kerugian lingkungan hidup.

Sebelum dilaksanakannya perteruan, staf Subdit PSLH di Luar
Pengadilan melakukan konfirmasi kepada perusahaan untuk
memastikan bahwa yang hadifmewakili membawa data secara
lengkap (membawa data yang asli untuk diperiihatkan pada saat
pertemuan).

3. Memastikan bahwa tidak terjadi perbedaan data dan informasi saat
verifikasi dan klarifikasi

3.1.

3.2

Pada saat membuat Berita Acara Verifikasi SLH di lapangan, tim
verifikasi memastikan kepada pihak perusahaan bahwa SDM yang
yang memberikan data (valid) dan informasi adalah orang yang
benar-benar kompeten di bidangnya sehingga pada saat pertemuan
klarifikast hasil verifikasi tidak ada perbedaan data dan informasi.

Sebelum dilaksanakannya perternuan, staf Subdit PSLH di Luar
Pengadilan meiakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan bahwa
yang hadirfmewakili adalah orang yang mendampngi KLHK pada
saat verifikasi.

Jakarta, Januari 2020
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Kementeran Lingkungan Hidup dan Kehulanan
Direkiorad Jenderal Penegakan Huloum Lingkungan Hidup dan Kehulanan
Direklorst Penyelesakn Sengiata Lingkungan Hidup

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DMREETORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKLIM UNGEUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 15
PENGHITUNGAN GANTI RUGI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUFP

a. Risiko yang akan diatasi : 1. Analisa laboratorium membutubkan waktu
: yang lama untuk dapat diterima pihak
KLHK, yang mengakibatkan terlambatnya
proses PSLH
2. Minimnya data yang dimiliki oleh pihak KLHK
dalam proses penghitungan ganti rugi
{single data);

b. Kebijakan pengendalian : 1. Memastikan hasil anaiisa laboratorium
dapat diterima tepat waktu
2. Memastikan data KLHK yang single data
dapat dipertanggung jawabkan

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

Untuk tahun 2020, Direktur PSLH akan mengambil suatu kebijakan dengan
mengajukan/mengusulkan penambahan anggaran analisa laboratorium dalam
RAK-K/L Dit. PSLH Tahun 2019. Untuk mendapatkan hasil analisa laboratorium
tepat pada wakiunya serta single dafa yang dimiliki pihak KLHK dapat
dipertanggung jawabkan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup, staf PSLH di
Luar pengadilan melakukan koordinasi dengan pihak laboratorium yang
akan dijadikan rujukan untuk pelsksanaan verifikasi dengan
mempertanyakan jangka waktu berapa lama hasil laboratorium dapat
diterima serta berapa harga uniuk mendapatkan hasil analisa laboratorium
yang cepat.

2. Dengan mengadakan kontrak kerjasama selama satu tahun dengan pihak
laboratorium, sehingga laboratorium yang bekerjasama dengan Direktorat
PSLH lebih diutamalkan.
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Fameniesian Lingkungan Hidup dan Bebutanan
Dekioral Jenderal Panegaican Hukum Lifgkurgan Hifdup den Kabatsnan
%E Direksaral Peryelesalan Sengketa Lingkungan Hidup

3. Direktorat PSLH melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait
pengawasan terhadap kineria pengelolaan lingkungan hidup untuk
melakukan pengambilan uji sampel, sehingga data pengawasan da?at
digunakan sebagai rerata dalam  penghitungan kerugian kerugian
lingkungan hidup.

Jakarta, Januari 2020
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Kemeniedian Lingkungan Hadup dan Kehulanan
Direkloral Jendarsl Panegaken Hukum Lingkungan Hidup dan Kahubanan
Difskloral Panyslesamn Sengkela Lingk i Hidh

,-!‘
ol

KEMENTERIAN LINGEUMGAN HIDUP DAN KEHUTANAMN

h""' "'"‘ DIREETORAT JENDERAL PEMEGAKAN HUKUN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEMUTANAN

i ﬁ"f

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 18
PELAKSANAAN KESEPAKATAN

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

a. Risiko yang akan diatasi : HKurang cermat dalam menyusun kesepakatan
b. Kebijakan pengendalian : Memastikan pelaksana cermat datam

menyusun kesepakatan

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan PSLH di Luar Pengadilan agar
mempedomani Peraturan Menteri LH No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan penyusunan
kesepakatan PSLH di Luar Pengadilan, dilakukan dengan langkah-langkah
sabagai berikut:

1-

Sebelum dilaksanakan pertemuan kesapakatan PSLH di Luar Pengadilan,
staf PSLH di Luar pengadilan membuat konsep kesepakatan yang
kemudian diserahkan kepada Kasubdit PSLH di Luar Pengadilan untuk
mendapatkan paraf persetujuan yang kemudian konssp tersebut
diserahkan kepada Direkiur PSLH untuk dikoreksi.

Selanjutnya setelah mendapatkan koreksi dar Direkiur PSLH, maka
konsep tersebut digunakan sebagai bahan perternuan kesepakatan
PSLH di Luar Pengadilan.
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PP Direktorat Penyslesalan Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 72



Eamensarian Lingkungan Hidep dan Kaholanan
Dirakiorad Jenderal Penegakan Hukiem Lingkungan Hidup dan Kebutanan
imakloral Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hicup

.p

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAMN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAM EEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 19
PELAKSANAAN VERIFIKASI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
{(PSLH MELALUI PENGADILAN)

a. Risiko yang akan diatasi  : Penandatanganan Surat Penunjukan Ahli
lambat

b. Kebijakan pengendalian ¢ Memastikan Penandatanganan Surat
Penunjukan lebih cepat >

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

1. Direktur PSLH menginstruksikarn Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui
Pengadilan untuk membuat Surat Permohonan Bantuan Ahli dalam rangka
verifikasi sengketa lingkungan hidup kepada Dekan fakultas di Universitas
yang dituju.

2. Mengirimkan dan Memonitoring Surat Permohonan Bantuan Ahli ke Dekan
Universitas yang dituju dan melakukan koordinasi dengan bagian Tata
Usaha di Universitas.

3. Menerima surat balasan dari Dekan Fakultas berupa Surat Penugasan Ahli
untuk melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup.

Jakarta, Januari 2020
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Kementaran Lingkurgan Hidup dan Hehutanan
Direkiarat fenderal Penegakan Hukum Lingiungan Higup dan Kenutanan
% Dirgkigrat Pemealasplian Sengketa Linghurgan Hidup
9. Penandatanganan SKKh cleh Pejabat KLHK, Advokat, dan JPN.

10. Penyampaian SKKh kepada masing — masing kuasa khusus yang ditunjuk.

Jakarta, Januari 2020

SPIP Direktorat Penyelesaisn Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2000 75



Kementenan Lingkungan Hidus dan Kehutansn
Dhrektorat Jerderal Penegakan Hukum UThgkungan Hidup dan Kehutanan
rektaral Penyelessian Sandquets Lingkungan Hidup

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUXUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

-

SOP PENGENDALIAN NOMOR - 21

PENUNJUKAN AHLI
a. Risiko yang akan diatasi  : Belum tersedianya Ahli
b. Kebijakan pengendalian :  Memastikan Ketersediaan Ahli

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pangendalian sebagai berikut :

Untuk tahun 2020, Direktur PSLH merencanakan membuat kebijakan dengan
melaksanakan kegiatan Forum Ahli guna mendukung Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup. Meliputi tahap:

1. Direktur PSLH menginstruksikan Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui
Pengadilan untuk membuat Surat Permohonan Bantuan Ahli dalam rangka
meiakukan penghitungan kerugian ingkungan hidup kepada Dekan Fakultas
di Universitas yang dituju.

2. Memonitoring Surat Permohcnan Bantuan Ahli ke Dekan Fakulias di
Universitas yang dituju.

3. Setelah mendapatkan jawaban Surat Permohonan Bantuan Ahli, Direktur
PSLH menginstruksikan kepada Kepala Sub Direktorat PSLH MP untuk
menyusun kegiatan Forum Ahli untuk mendukung ketersediaan ahli yang
disertai dengan Nota Dinas dari Direktur PSLH kepada Dirjen PHLHK perihal
pelaksanaan Forum Ahli.

4. Memonitor prsetujuan Dirjen PHLHK terkait pelaksanaan kegiatan Forum
Ahli di TU Ditien PHLHK.

5. Setelah diperoleh persetujuan oleh Dirjen PHLHK, Kepala Subdit PSLH

Melalui Pengadilan mempersiapkan Agenda kegiatan Pelaksanaan Forum
Ahli.
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Hemanteriar Lingkungas Hidua dan Kehutenan
Dimictoral Jenderal Pensgakan Hukum Lingkurgan Hidup dan Kenutanan
Dareiioral Paryaiasalan Sengketa Linpurgan Hidun

e ‘}.
5." £\ KEMENTERIAN LINGEUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAMN
ESEES | MREXTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

— A 3’-" DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
o ™

e

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 23
PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS

a. Risiko yang akan diatasi - 1. Informasi penetapan tim hukum lambat
(Lawyer dan JPN)
2. Proses penandatanganan SKKh oleh
Menteri lama
3. Proses penandatanganan Mota Dinas
SKKh cleh Menteri lama

b. Kebijakan pengendalian : 1. Memastikan informasi Tim Hukum dapat
diketahui segera dan tepat waktu
2. Memastikan Penandatanganan SKKh
oleh Menteri lepat wakiu
3. Memastikan Penandatanganan Nota
Dinas SKKh oleh Dirjen tepat waktu

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa informasi tim hukum dapat diketahui segera dan
tepat waktu

1.1 Direktur PSLH berdiskusi dengan Kepaia Sub Direktorat PSLH Melalui

Pengadilan untuk menunjuk tim hukum (advokat) yang akan menyusun
gugatan.

1.2 Direktur PSLH dan Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan
mendiskusikan dan memastikan komponen tim hukum yang akan
menyusun gugatan bersama dengan advokat yang sudah ditunjuk.

1.3 Direktur PSLH menyampaikan kepada Dijen PHLHK mengenai tim
hukum yang telah ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

2. Memastikan bahwa penandatanganan SKKh oleh menteri tepat waktu

Direktur PSLH menginstruksikan Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui
Pengadilan untuk memantau secara berkala penandatanganan SKKh oleh
Menteri di TU Menteri.

3. Memastikan bahwa penandatanganan Nota Dinas SKKh oleh Dirjen
PHLHK tepat waktu

3.1 Direktur PSLH menginstruksikan Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui
Pengadilan untuk segara membuat Nota Dinas permohonan
penandatangan SKKh dari Dirfjen PHLHK kepada Menteri LHK.
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Kesmenberan Lingkungan Hidup dan Kehutaran
Direkicrat Jendaral Penagakan Heoum Lingkungan Hdup dan Behutanan
=" Diesklomad ian Sergketa Lingloingan Hadup o

3.2 Menyampaikan Mota Dinas kepada staf TU Ditjen PHLHEK.
3.3 Memonitoring Nota Dinas tersebut melalui staf TU Ditien PHLHE.
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Kpmersenian Lingkurgan Hidup dan Kehutanan
Diraktarat Jendaral Penagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutarar
Qirektorat Penvelesaian engheta Lingkungan Hidip _

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
| DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUF DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 24

PENYUSUMAN GUGATAN
a. Risiko yang akan diatasi 1. Terjadinya perdebatan tentang hal — hal
yang tidak substantif

2. Kurang akurat dalam menentukan dasar
3. Personil tim hukum yang terfalu banyak
(lawyer dan JPN)

Agenda rapat dan undangan tidak sesuai

b. Kebijakan pengendalian 1 1. Memastikan terjadi persamaan persepsi
atas hal — hal substantif

Memastikan dasar — dasar gugatan
Memastikan personil tim hukum
Memastikan agenda rapat harus sesuai
undangan

c. Prosedur peiaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa terjadi persamaan persepsi atas hal - hal substantif
1.1 Direktur PSLH menyampaikan secara spesifik kepada advokat dan JPN

mengenai hal — hal substantif yang akan diterapkan dalam penyusunan
gugatan.

1.2 Direktur PSLH menginstruksikan Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui
Pengaditan untuk selalu aktif dalam mengkoordinasi tim hukum dan ahli
dalam setiap pertemuan penyusunan gugatan yang dilaksanakan.

1.3 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan selalu bersikap tegas
dan responsive dalam menerima dan menanggapi setiap masukan yang
diberikan oleh tim hukum dan ahli.

2. Memastikan dasar — dasar gugatan
2 1 Sebelum dilaksanakannya penyusunan gugatan, Direktur PSLH dan
Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan mendiskusikan dasar -
dasar dalam penyusunan gugatan.

=

B

2 2 Direktur PSLH mengistruksikan Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui
Pengadilan untuk melaksanakan pertemuan tahap awal persiapan
penyusunan gugatan dengan mengundang advokat, JPN, dan ahli.

2.3 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadian menyampaikan
penerapan dasar penyusunan gugatan yang telah dizsepakatl bersama
SPIP Darekiorat Penyelesaiam E;nghel.a Lingkungan Hidup Tehun 3020 B‘.t_




Kemenierian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Disekbarat Jenderal Panagatan Hukum Lingkangan Hidup dan Kehutanan
= Diirehdoegl Penyeiesaian Sangheis Lingkundan Hidup B

Direktur PSLH dalam pertemuan yang selanjutnya akan ditanggapi oleh
forum.

2 4 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan uniuk melaksanakan
koordinasi langkah — langkah penyusunan gugatan selanjutnya sekaligus
memonitoring hasil yang sudah dicapai sebagai dasar penyusunan
gugatan berikutnya.

3. Memastikan personil tim hukum
1 1 Direktur PSLH bersama dengan Kepala Sub Direkiorat PSLH Melalui
Pengadilan dan Kasie Bidang IPJ atay SDA melakukan diskusi untuk
menyeleksi tim hukum yang akan direkrut sebagai kuasa hukum MenLHK
dalam penyusunan gugatan dan beracara di pengadilan.

3.7 Direktur PSLH dan Kepala Sub Direklorat PSLH Melalui Pengadilan.
melakukan penentuan susunan tim hukum yang tedibat dalam
panyusunan gugatan.

4. Memastikan agenda rapat harus sesuai undangan
4.1 Kepala Sub Direkiorat PSLH Melalui Pengadilan dan Kasie Bidang IPJ
atau SDA melakukan penyusunan agenda pertemuan sehingga sesuai
dengan target diskusi.

4 2 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap hasil pertemuan.
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Kamesesian Lingkungan Hidup dan Kehulanan )
Dirakiarat Jendersl Ponegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuianan
¥ Diraktaral Peryslesaian Sanciceta Lingkungan Hidug

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 25
PELAKSANAAN PERSIDANGAN

a. Risiko yang akan diatasi  : 1. Pengiriman Relaas pemanggilan sidang
terlambat
2. Waktu yang diperlukan dalam briefing
saksi fakta dan ahli kurang
4. Kesulitan dalam mempsroleh alat bukti
ash

b. Kebijakan pengendalian : 1. Memastikan Relaas pemanggilan sidang
tepat waktu
2. Memastikan briefing saksi fakta dan ahli
optimal
3. Memastikan mekanisme memperoleh
alat bukti ash tidak sulit

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut |

1. Memastikan bahwa Relaas pemanggilan sidang tepat waktu

Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan menginstruksikan kepada

masing - masing penanggung jawab kasus untuk secara berkala melakukan

pengecekan Relaas panggilan sidang di website Pengadilan Negen dan

berkoordinasi dengan advokat.

2. Memastikan Briefing saksi fakta dan ahli optimal

2 1 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan menginstruksikan Kasie
Bidang IP.J atau SDA untuk menylapkan gugatan dan materi lainnya guna
membantu kesiapan saksi fakta dan ahli dalam briefing.

2.2 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan mengistruksikan
advokat dan JPN untuk menyusun dan menyiapkan daftar pertanyaan
bagi masing — masing saksi fakta dan ahli.

3. Memastikan bahwa mekanisme memperoleh alat bukti asli tidak sulit
3.1 Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang berhubungan
dengan kasus yang ditangani terkait data perusahaan.
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Hamgnteran Lingkuingan Hidup dan Kahulansn
Direkcinrat Jerderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kebutanan
Blirekiorsd Panyplesatan ta Lirskingan Hidu r

32 Direktur PSLH mengirimkan surat kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan untuk menyampaikan dokumen yang belum dilengkapi
sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan.

Jakarta, Januari 2020
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Kierenterian Lingkungan Hidup dan Kehutaran
Diskharat Jenderal Panegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
¥ irektarat Penyelesaian Sengheta Linghungsn Hidup :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 26
PUTUSAN

a. Risiko yang akan diatasi 1. Salinan putusan atas kasus lama
diterima
2. Alamat pengiriman relaas Salinan
putusan tidak jelas

b. Kebijakan pengendalian : 1. Memastikan salinan putusan dapat
diterima tepat wakiu
2. Memastikan Refaas Salinan putusan
dapat diterima dengan alamat jelas

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai barikut :

1. Memastikan bahwa salinan putusan dapat diterima tepat waktu

1.1 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan menginstruksikan
masing — masing staf penanggung jawab kasus untuk memantau hasil
putusan sidang di website Pengadilan Negeri tempat sidang perkara
berlangsung.

1.2 Melakukan pengecekan secara berkala dan berkoordinasi dengan
panitera pengganti di Pengadilan Negen tempat sidang kasus terkait
Salinan asli putusan pengadilan.

1.3 Menerima Salinan asli putusan pengadilan.

2. Memastikan bahwa refaas salinan putusan dapat diterima dengan
alamat jelas

2 1 Direktur PSLH mengistruksikan Kepala Sub Direktorat PSLH Melaiui
Pengadilan untuk mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
memberitahukan bahwa telah teradi perubahan alamat kantor dan
pemberitahuan surat panggilan selanjutnya ditujukan ke alamat yang
baru.
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i, Fesnenterian Lingkungan Higup dan Kehulanan
= Démmicioral Jerdeval Panegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kekularan
‘iu-"‘" ak g onta Lingkofrgan Hidup

a1}

2.2 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan mengistruksikan kasie
untuk memantau relaas panggilan sidang.

Jakarta, Januari 2020
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Kemeniesian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dirgkbarat Jenderal Pemegakan Hukem Lingkungan Hidug dan Kahutanan
Dirpktaral Penyelesaian Seogketa Lingkungan Hidup

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

el DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGELUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 27

UPAYA HUKUM
a. Risiko yang akan diatasi - 1. Lamanya menerima Salinan putusan
pengadilan

2. Lamanya penyusunan memorn/kontra
memoi upaya hukum

b. Kebijakan pengendalian : 1. Memastikan pengajuan upaya hukum

tidak terlambat
2. Memastikan penyusunan memon/kontra
memori tepat waktu

¢. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagal berikut :

1. Memastikan bahwa pengajuan upaya hukum tidak terlambat

1.1

12

1.3

Direktur PSLH bersama Kepala Sub Direkiorat PSLH Melalui
Pengadilan berkoordinasi dengan advokat dan JPN terkait upaya
hukum selanjutnva yang akan diambil KLHK.

Melanjutkan bhasil koordinasi dengan advokat dan JPN dengan
mengadakan pertemuan pembahasan upaya hukum.

Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan mengistruksikan Kasie
Bidang IPJ atau SDA untuk melaksanakan pertemuan penyusunan
upaya hukum bersama advokat dan JPN. -

2. Memastikan penyusunan memorikontra memori tepat waktu

2.1

2.2

23

24

Direktur PSLH menginstruksikan Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui

Pengadilan untuk menyusun agenda perlemuan penyusunan
memori/kontra memoni.

Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan bersama Kasie Bidang
IPJ dan SDA melakukan penyusunan agenda pertemuan penyusunan
memaorifkontra memori.

Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan menginstruksikan staf
penanggung jawab kasus untuk memantau apenda tersebut dan
menylapkan kebutuhan terkait penyusunan memaorikontra memaorl.

Melakukan koordinasi dengan advokat dan JPN mengenai penyusunan
mermari/kontra memaori,
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Kemenledan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dhirektarat Jendersl Penagakan Hukum Lingkurgan Hidup dan Kehutanan
ktara le=aian 5 a Lingkungan Hidup

2.5 Mengadakan pertemuan penyusunan memorikenira memori bersama
advokat, JPM, dan ahli.

Jakarta, Januari 2020
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Kemesiterian Lingkungan Hidup dan Kehigaran
Cirgktorat Janders! Penegaian Hukym Lingkungan Hicdup dan Kehutanan
Dhirakloral Parmyal Ign Zapdgketn Linghungin Hidu

KEMEMNTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
CAREETORAT JENDERAL FENEGAKAN HUELIM LINGEUNGAN HIDUP CAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 28
PENGELUARAN ANGGARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

a. Risiko yang akan diatasi : Terjadi kesalahan verifikasi SP.J
b. Kebijakan pengendalian : Verifikasi SPJ yang tepat waktu
c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

1. SPJ yang telah diterima oleh verifikator, diuji nilai dan keabsahannya
berdasarkan bukti pendukungnya

2. 3PJ yang telah diverifikasi dituangkan ke dalam nota pengujian sebagai
bukti telah diuji

4. SPJ yang terdapat koreksi dikiim kembali untuk diperbaiki sesuai dengan
nota pegujian yang dibual oleh verifikator

4. SPJ yang sudah dikoreksi dicek kembali sesuai dengan nota pengujiannya

Jakartz, Januari 2020
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Kemenlanan Lingeungan Mdup dan Kehutanan
Direktarat Jenderal Fenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direkiaret Peovelessian Senpkets Lingkungan Hiduo

KEMENTERLAN LINGEUNGAN HIDUP DAN KEHUTAMAN
DIREXTORAT JENDERAL PEMEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAMAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKEUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 29
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Risiko yang akan diatasi  : Terdambatnya penyusunan laporan
b. Kebijakan pengendalian Penyusunan laporan yang tepat dan akurat
c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

1. Kasubbag TU memerintahkan penyusun laporan untuk menyusun laporan
keuangan berdasarkan POK, dan data SP2D yang telah diterbit<an cleh
KPPN dan data pendukung lainnya.

2. Penyusun laporan menyerahkan drafl laporan kepada Kasubbag TU untuk
dikoreksi mengenai keakuratan data

3. Kasubag TU memastikan sudah tidek adanya kesalahan dalam draft
laporan

4 Kasubag TU menyerahkan draft laporan Kkepada Kepala Subdit
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Sidang SDA
selaku PPK untuk ditandatangani

Jakarta, Januari 2020
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Kamenteran Lingsungan Hidup dan Kehualanan
Oiraktarat Janderal Penegakan Hukum Lingiungen Hidup dan Kekaranan
Oirakbaral Penyelesaian Sancoata LingEkungan Hidup

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 30

PENGELOLAAN SURAT
a. Risiko yang akan diatasi : Surat keluar tidak dicatat setelah didisposisi
b. Kebijakan pengendalian . Pencatatan surat yang telah didisposisi

c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
>
1. Surat yang telah didisposisi oleh pimpinan diserahkan kepada pengagenda
surat untuk dicatat dengan dibuktikan pada lembar disposisi

2. Surat berikut dengan lembar disposisi di input kedalam Sistem Informasi
Kearsipan (SIK)

3. Setelah diinput kedalam SIK, surat tersebut didistribusikan kepada pihak
yang dituju sesuai dengan disposisi pimpinan

Jakarta, Januari 2020
Dire

NIP 19640503199203 1 001

SPIP Direklorat Penyvelesaian Sengketa Lingkungan Hldup_'i';hun 2020 '91



Kemanteman Lingkungan Hidup dan Kshutanan
DerekAceat Jendaral Penegakan Hukem Lingkungan Hidup dan Kebutsnan

Lwpsicral Penyalesalan Sangketa Linguungan Hadup

SOP PENGENDALIAN NOMOR : 31
PROSES PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN

a. Risiko yang akandiatasi : Mutasi masuk keluar barang persediaan fidak
diarsipkan dengan baik
b. Kebijakan pengendalian : ‘Memastikan stok opname fisik barang

persadiaan pada akhir semester tepat waktu
c. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :

1. Memastikan stok opname fisik barang persediaan pada akhir semester
dilakukan tepat wakiu

1.1.  Direkiur PSLH menginstruksikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
melalui Kepala Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
Luar Pengaditan Bidang SDA melakukan stok opname fisik barang
persediaan akhir semester tahun berjalan

1.2.  Direktur PSLH membentuk Tim stok opname fisik yang
beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan diketuai Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dengan surat tugas Direktur PSLH selaku Kuasa
Pengguna Barang (KPB)

1.3.  Tim mengumpulkan data awal dan dokumen sumber pengadaan
barang persediaan

1.4. Tim mengelompokkann barang yang sejenis dan menghitung barang
sesuai jenisnya

1.5. Tim meneliti kondisi barang (rusak, baik, dan using)

1.6. Tim mencatat hasil opname fisik dan menuangkannya dalam berita
acara stok opname fisik barang persediaan

1.7.  Tim menyusun laporan hasil stok opname fisik barang persediaan
dan menyampaikan hasil beserta kelengkapan dokumennya kepada
KPB

2. Memastikan bahwa mutase barang persediaan masuk dan keluar
tercatat dengan baik dalam aplikasi persediaan

—_—
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Kamentenan Lingloungan Hidup dan Kehutanan
Dirakiarat Jenderal Panegakan Hukum Lingkungan Midup gan Kehutafin
Dirgktonal Penyelesalan Sengkeds Lingkurgsn Hidup .

2.1. Direkiur PS3SLH menginstruksikan melalui Kepala Subdit
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
Bidang SDA untuk menginstruksikan pengelola barang persediaan
menginput setiap mutase masuk dan keluar barang persediaan pada
aplikasi persediaan

22 Pengelola barang persediaan mengumpulkan dokumen seperti
faktur pembelian, kuitansi, dan dokumen mutase barang

2.3, Kasubbag TU memantau dan mengecek untuk memastikan petugas
pengelola barang persediaan telah mengumpulkan dokumen

persediaan

24. Kasubbag TU memantau telah menginput mutase masuk dan keluar
ke dalam aplikasi persediaan.

Jakarta, Januari 2020
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Kemanierian Liagkungan Hidup den Eshutanan
Dimekinrat Jenderal Penegakan Hukuam Lingkungan Hicup dan Kehuiarsan

Dirskioral Penyelesgi ngkata Li it Hid

2.3 Kepala Sub Direktorat PSLH Melalui Pengadilan menyampaikan surat
keterangan ahli dan surat penghitungan kerugian lingkungan hidup
yang telah selesai dicek dan ditandatangani oleh ahli kepada Direktur
PSLH.

Jakarta, Januari 2020
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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
% DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP




